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MOTTO 
 
          
“Berlaku adillah kamu! Itu lebih dekat kepada taqwa” 
(Q.S. al-Maidah: 8). 
 
                                 
                          
Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-
isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 
tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 
karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 
(QS. al-Ah}za>b (33): 59) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Żet (dengan titik diatas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ Eṣ (dengan titik dibawah) 
x 
 
ض ḍad ḍ De  (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ Te  (dengan titik
 dibawah) 
ظ ẓa ẓ Zet  (dengan titik
 dibawah) 
ع „ain ...،... Koma   terbalik   di 
Atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...׳... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ــَــــ Fathah A A 
ـِـــ Kasrah I I 
ـُـــ Dammah U U 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Żukira 
3 ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda 
danHuruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي ......أ Fathah dan ya 
 
Ai a dan i 
و ......أ Fathah dan wau 
 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 فيك Kaifa 
2 لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي ......أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di 
atas 
ي ......أ Kasrah dan ya Ī i dan garis diatas 
و ......أ 
 
Dammah dan wau Ū u dan garis diatas 
Contoh : 
xii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لاق Qāla 
2 ميق Qīla 
3 لىقي Yaqūlu 
4 يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, 
atau dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2 ةحهط Ṭalhah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau  Tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam 
transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 اّىتز Rabbanā 
2 لّصو Nazzala 
6. Kata Sandang 
xiii 
 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لأ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti 
dengan hururf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 مجّسنا Ar-rajulu 
2 للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. 
Apabila terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 مكأ Akala 
2 نورخأت Taꞌkhużuna 
3 ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
xiv 
 
sandangan, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. Penggunaan huruf 
awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi dalam tulisan Arabnya memang 
lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 
tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لىسزلاإ دمحم ام و Wa mā Muhammadun 
illā rasūl 
2 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil 
ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf 
Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam 
tansliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ Wa innallāha 
lahuwakhairur-rāziqīn 
2 ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-
mīzāna/Fa auful-kaila wal 
mīzāna 
 
KATA PENGANTAR 
xv 
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ABSTRAK 
UKHTIRINI MURTHOFIAH MAHARDIKA, NIM: 152131061,“SANKSI 
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI 
MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAUAN DARI KONSEP KEADILAN 
ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Karanganyar 
No.214/Pid.Sus/2017/PN.krg )”. Kasus pornografi yang terjadi di Pengadilan 
Negeri Karanganyar dimana terjadi sebuah kejahatan yaitu melakukan kejahatan 
dengan cara mengunggah atau mentransmisikan foto melalui media sosial tanpa 
seijin pemilik foto sehingga mengakibatkan tersebar luas di media dan telah 
memiliki dampak negatif yang cukup besar dimana perbuatan tersebut merusak 
moral bagi korban. Kemudian perbuatan yang melanggar asusila tersebut dikenai 
sanksi pidana selama 1 tahun 4 bulan dan disertai denda lima juta rupiah, padahal 
di dalam undang-undang ITE tertulis hukuman paling lama 6 tahun penjara 
kemudian kenapa hukuman yang diberikan kepada pelaku hanya diberikan 
hukuman lebih sedikit bahkan dibawah setengah hukuman yang telah tertera.  
Untuk mengkaji skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana 
pornografi melalui media sosial dalam putusan No.214/Pid.Sus/2017/PN.Krg dan 
tinjauan konsep keadilan Islam terhadap tindak pidana pornografi melalui media 
sosial. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deduktif. Jenis 
penelitian ini menggunakan penelitian library research (penelitian pustaka). 
Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Penelitian yang akan 
penulis  lakukan berdasarkan pada data putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 
dengan perkara No. 214/Pid.Sus/2017/PN.Krg dan data-data kepustakaan yang 
berkaitan dengan penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa di kenai pasal 45 ayat 1 
undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi. Dimana 
terdakwa telah melaggar tindak asusila yaitu dengan cara mentransmisikan foto 
porno di media sosial. Dan telah diberikan hukuman yaitu dipenjara selama 1 
tahun 4 bulan dan dikenai denda sebesar lima juta rupiah. Putusan hakim 
Pengadilan Negeri Karanganyara No: 214/Pid.Sus/2017/PN.Krg ada beberapa 
aspek yang sudah sesuai dengan konsep keadilan Islam diantaranya pada aspek 
kedua tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah. Kemudian 
aspek yang ketiga sesuai dengan kemampuan tingkatan atau kedudukan, dan 
aspek yang keempat  berpihak atau berpegang kepada kebenaran.  Dan aspek 
kelima tidak sewenang-wenang. Tetapi pada aspek pertama belum sesuai terhadap 
apa yang hakim putuskan yaitu mengurangi dari pada sewajarnya, dimana 
hukuman yang diberikan lebih sedikit dari bahkan setengah hukuman yang 
dikenai pada pasal yang diberikan kepada terdakwa yaitu pasal 45 ayat 1 tentang 
undang-undang ITE. Jadi menurut konsep keadilan Islam hakim dalam 
memutuskan perkara No: 214/Pid.Sus/2017/PN.Krg) masih belum sesuai terutama 
pada aspek pertama tersebut. 
Kata kunci: Pornografi, Keadilan Islam, Putusan Hakim 
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ABSTRACT 
 
UKHTIRINI MURTHOFIAH MAHARDIKA, NIM: 152131061, "CRIMINAL 
SANCTIONS ON ACTORS OF PORNOGRAPHIC CRIMINALS THROUGH 
SOCIAL MEDIA REVIEW OF ISLAMIC JUSTICE CONCEPTS (Study of 
Karanganyar Court Decision No.214 / Pid.Sus / 2017 / PNkr.). Cases of 
pornography that occurred in the Karanganyar District Court where a crime 
occurred that is committing a crime by uploading or transmitting photos through 
social media without the permission of the owner of the photo so that it causes 
widespread distribution in the media and has had a significant negative impact 
where the act is damaging morale for the victim. Then the act that violates 
immorality is subject to criminal sanctions for 1 year and 4 months and is 
accompanied by a fine of five million rupiah, even though in the ITE law it is 
written that the sentence is a maximum of 6 years imprisonment then why is the 
sentence given to the perpetrator only given a smaller sentence even under half the 
penalties that have been listed. 
To review this thesis there are two formulations of the problem namely the 
consideration of judges in deciding cases against perpetrators of pornography 
crimes through social media in the decision No.214 / Pid.Sus / 2017 / PN.Krg and 
a review of the concept of Islamic justice against criminal acts of pornography 
through social media. 
The method used in this research is to use qualitative research methods 
with deductive analysis. This type of research uses library research (library 
research). The data collection method uses documentation study. The research that 
the author will conduct is based on the Karanganyar District Court decision data 
with case No. 214 / Pid.Sus / 2017 / PN.Krg and library data relating to research. 
The results of this study indicate that the defendant in article 45 paragraph 
1 of Law no. 19 of 2016 concerning information and transactions. Where the 
defendant has committed immoral acts by transmitting pornographic photos on 
social media. And has been given a sentence that is imprisoned for 1 year 4 
months and fined five million rupiah. The decision of the Karanganyara District 
Court Judge No: 214 / Pid.Sus / 2017 / PN.Krg there are several aspects that are in 
accordance with the concept of Islamic justice including the second aspect is 
impartial and gives a biased decision. Then the third aspect is in accordance with 
the ability level or position, and the fourth aspect is siding or holding on to the 
truth. And the fifth aspect is not arbitrary. But in the first aspect it is not in 
accordance with what the judge decided to reduce than is reasonable, where the 
sentence given is less than even half the sentence imposed on the article given to 
the defendant, namely article 45 paragraph 1 regarding the ITE law. So according 
to the concept of Islamic justice the judge in deciding the case No: 214 / Pid.Sus / 
2017 / PN.Krg) is still not appropriate especially in the first aspect. 
 
Keywords: Pornography, Islamic Justice, Judge's Decision 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan 
berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di 
satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan 
dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif 
perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga 
telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan 
menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan 
perubahan di berbagai bidang kehidupan.
1
 
Media sosial mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna 
untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Dengan kemudahan-kemudahan 
yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat 
dibanding dengan media tradisional. Kemudahan-kemudahan yang 
dimaksud yaitu media sosial tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, yang 
artinya siapapun dapat menggunakan media sosial di mana saja dan kapan 
saja, asalkan memiliki akses internet. Dari sinilah, media sosial semakin 
berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat.
2
 
                                                          
1
  Dadin Eka Saputra,” Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media 
Sosial”, Jurnal Al‟Adl, (Kalimantan Selatan) Vol. IX Nomor 2, 2017,  hlm. 264. 
 
2
 Siti Risdatul Ummah, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana 
Islam”, Jurnal Al-Qānūn,(UIN Sunan Ampel Surabaya ) Vol. 20 Nomor 2, 2017. hlm 27 
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Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media 
sosial, maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, 
dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Anggapan 
yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak 
salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, 
pornografi pun merajalela. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi 
yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak 
kriminal.
3
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah 
membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, 
khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal kehidupan 
dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali 
bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju hitech atau advanced 
technology, khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan 
internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara 
langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini 
membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain 
juga membawa dampak negatif, yaitu berpotensi membuat orang 
                                                          
3Siti Risdatul Ummah, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana 
Islam”, Jurnal Al-Qānūn, (UIN Sunan Ampel Surabaya ) Vol. 20 Nomor 2, 201.  hlm 27. 
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cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma 
sosial yang berlaku.
4
 
Perkembangan pornografi semakin maju seiring dengan kemajuan 
ilmu dan teknologi. Tingkat penyebaran makin mudah dan meluas serta 
bebas masuk dalam ruang-ruang privat yang seharusnya steril dari 
pornografi. Daya rusak pornografi makin masif dan bisnis pornografi 
makin menjamur dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Penyerangan 
pornografi terhadap nilai kesusilaan dirasakan makin membahayakan 
tatanan sosial masyarakat. Kerusakan generasi penerus bangsa makin 
meluas terutama generasi muda.
5
 
Pornografi menjadi bagian dari salah satu persoalan masyarakat 
yang harus ditanggulangi dan diselesaikan. Pornografi memiliki dampak 
negatif yang cukup besar di masyarakat khususnya dalam perkembangan 
generasi muda. Perbuatan pornografi dianggap sebagai ancaman dalam 
tatanan sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam pembentukan nilai-
nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa.
6
 
Masalah pornografi adalah suatu perbuatan yang sangat 
meresahkan masyarakat, selain merusak akhlak seseorang juga merupakan 
salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Salah penyebab yang bisa 
                                                          
4
 Laila Mulasari, “Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Di Dunia 
Maya Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal MMH, (Semarang) Jilid 41 Nomor 1, 2012, hlm. 
99. 
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 Mufti Khakim, “Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana”, 
Jurnal Ilmu Hukum NOVELTY, Vol.7 Nomor 1, 2016, hlm. 43.  
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menimbulkan terjadinya perbuatan pornografi sangat jelas, terutama soal 
cara berpakaian seorang perempuan yang menimbulkan syahwat seorang 
laki-laki apabila cara berpakainnya yang tidak menutup auratnya. Didalam 
Al-Qur’an sendiri sudah dijelaskan bahwa aurat itu ada batasan-batasan 
tertentu yg bisa dilihat oleh orang yang bukan mukhrimnya.  
Di dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau 
memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk 
menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur’an, Hadis, serta dalam 
kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh. Sebab agama Islam sangat peduli 
dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam 
mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun 
memperlihatkannya.
7
 
Pornografi dalam pandangan hukum Islam, adalah haram. 
pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat 
dengan pemahaman tentang perzinaan. Dengan demikian, kriteria porno 
dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb) yang 
mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat 
pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan syar’i seperti untuk 
pendidikan, medis, hukum atau penelitian.
8
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 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2003), hlm. 36. 
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Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan 
melecehkan kehormatan, serta segala hal yang dapat mengarahkan pada 
perzinaan adalah hal yang diharamkan dalam Islam.
9
 
Pornografi di media sosial merupakan masalah sosial, budaya, 
moral danAgama. Allah telah mengharamkan zina dan mengharamkan 
segala prasarana jalansesat yang mengarah ke dalam kemaksiatan.
10
Lebih 
konkritnya adalah larangan Allah SWT. QS. al-Israa’/17:32.Dan juga 
dalam QS. Al-Ahzab (33): 59  
Dampak pornografi di media dari sebuah penelitian psikolog sosial 
tentang pornografi menunjukkan bahwa laki-laki/perempuan dapat 
terangsang ketika menonton tayangan pornografi di media. Namun jika 
tanyangan tersebut dilakukan berulang ulang maka rangsangan seksualnya 
akan semakin menurun. Kemudian dampak terhadap masa anak-anak 
adalah masa mencoba, sehingga banyak anak-anak yang ketagihan melihat 
konten-konten porno. Jika keseringan menonton berlebihan akan 
menimbulkan perasaan tidak puas dan menginginkan yang lebih. Selain itu 
juga bisa mengubah nilai dan sikap terhadap pola hubungan dengan 
                                                          
9
 Siti Risdatul Ummah, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana 
Islam”, Jurnal Al-Qānūn, (UIN Sunan Ampel Surabaya ) Vol. 20 Nomor 2, 2017. hlm 30. 
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 Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pornografi Terhadap 
Pornografi Di Media Sosial”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 
Makasar. 2016. hlm. 6. 
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pasangan yang lebih mementingkan hubungan fisik dibandingkan 
hubungan emosi yang dijalin.
11
 
Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar, dapat diketahui bahwa 
telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan dalam putusan perkara 
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN.Krg. dalam 
kasus tersebut dimana korban AS menjalin hubungan pacaran dengan 
terdakwa DEP, Ketika hubungan pacaran terdakwa dengan korban AS 
renggang, terdakwa merasa jengkel dan sakit hati, kemudian terdak 
wayang sebelumnya telah memiliki foto-foto saksi Ayuk Suryaningsih 
yang dalam keadaan telanjang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi 
Ayuk Suryaningsih atau yang tidak memiliki hak telah mengunggah atau 
mengupload foto-foto tersebut ke dalam media sosial twitter yang dibuat 
oleh terdakwa atas nama akunnya korban AS dengan menggunakan alat 
atau sarana handphone milik terdakwa.
12
 
Terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan 
tunggal yaitu Pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan dan pidana denda 
                                                          
11
 Elis Anisah Fitriah, Psikologi Sosial Terapan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2014), hlm, 85. 
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sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan ketentuan apabila 
pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 3 ( tiga) bulan.
13
 
Oleh karena itu penulis tertarik dengan kasus yang sudah masuk di 
Pengadilan Negeri Karanganyar yang hukumannya 1 (satu) tahun dan 4 
(empat) bulan ditambah subsider 3 bulan,
14
 sedangkan maksimal 
hukumannya 6 tahun penjara. Tentunya putusan hakim di atas adalah yang 
sangat menentukan terhadap kasus tersebut. Hal ini di latar belakangi oleh 
hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang ditinjau di dalam konsep 
keadilan Islam. 
Dengan berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin 
mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan 
yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : “TINJAUAN KONSEP 
KEADILAN ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA 
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No: 
214/Pid.Sus/2018/PN.Krg )” 
 
 
 
                                                          
13
 Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 214/Pid.Sus/2018/PN.Krg 
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B. Rumusan Masalah 
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 214/Pid.Sus/2017/Pn.Krg 
Tentang Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial ? 
2. Bagaimana tinjauan konsep keadilan Islam terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 214/Pid.Sus/2017/Pn.Krg 
Tentang Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Karanganyar Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Krg Tentang 
Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial 
2. Mengetahui Tinjauan Konsep Keadilan Islam terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Krg 
Tentang Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial 
D. Manfaat Penulisan  
Penelitian ini disamping berguna secara pribadi, yakni  sebagai  
sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan 
berguna: 
1. Manfaat teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 
pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum 
Pidana Islam. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan 
pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian 
9 
 
 
 
berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan tinjauan konsep 
keadilan islam terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para 
penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan 
hukum terhadaptindak pidana pornografi melalui media sosial dengan 
konsep keadilan Islam. 
E. KerangkaTeori 
1. Konsep Keadilan Islam 
Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau 
menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar. Keadilan juga dapat 
dimaknai dengan tindakan atau perlakukan yang seimbang dan sesuai 
dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak 
menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-
konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan adalah 
tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya.
15
 
Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadian sangat 
beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing 
skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai 
dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.
16
 
                                                          
15
 Nurdin, “Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat,” Jurnal 
Media Syariah, (Banda Aceh) Vol. XIII No. 1, 2011, hlm. 122. 
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Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 
menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh 
setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan 
dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul 
berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw. Nabi Muhammad saw 
sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran 
keadilan. Jika Al-Qur’an dan Al Hadits disepakati sebagai dua sumber 
pokok dan utama dan ajaran Muhammad saw, maka umat Islam 
memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep 
keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan 
individual dan sosial mereka.
17
 
M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti 
kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau 
hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-„adl, 
demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur’an antara 
lain dengan kata al-„adl, al-qisth, dan al-mizan. Sementara itu, Majid 
Khadduri menyebutkan. Sinonim kata al-„adl; al-qisth, al-qashd, al-
istiqamah, al-wasath, al-nashib, dan al-hishsha. Kata adil itu 
mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, 
mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat 
atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, 
                                                                                                                                                               
16
 Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam,” Jurnal Mimbar, (UNISBA) Volume XVIII 
No. 3, 2002, hlm. 337.  
 
17
 Ibid. hlm 338 
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ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; 
menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam 
suatu keadaan yang seimbang.
18
 
Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar 
agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna.
19
 
Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, 
artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang 
lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam 
surat al-Nisa (4) : 58 dinyatakan : 
            
“Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil.”20 
Kata al-adl pada ayat ini, menurut Quraisy Shihab, berarti 
persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan 
sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama 
antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.
21
 
Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan 
kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan 
                                                          
18
 Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam,” Jurnal Mimbar, (UNISBA) Volume XVIII 
No. 3, 2002, hlm. 337.  
19
  M. Quraisy Shihab, 1996:114-11 6 
 
20
 Darus Sunnah, Mushaf AL-KAMIL, terj. Yasayasan Penyelengara Al-Qur’an, (Jakarta 
Timur : Darus Sunnah, 2013), hlm, 88. 
 
21
 Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam,” Jurnal Mimbar, (UNISBA) Volume XVIII 
No. 3, 2002, hlm. 343. 
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persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. 
Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan 
besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.
22
 
Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan 
memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan 
dalam pengertian ini adalah kezaliman.
23
 
Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti 
memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah 
kelanjutan eksistens dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak 
kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan 
rahmat dan kebaikannya.
24
 
2. Sanksi Pidana 
Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah 
kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan 
memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkenak hukuman 
lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi 
yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap 
perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat 
mengganggu atau membahayakan kepentingan hokum.
25
 Selanjutnya, 
                                                          
22
 Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam,” Jurnal Mimbar, (UNISBA) Volume XVIII 
No. 3, 2002, hlm. 343. 
 
23
 Ibid. hlm. 344. 
 
24
 Ibid., 
 
25
 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (Bandar 
Lampung: Unila, 2009), hlm. 8. 
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sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan 
kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan 
hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri 
maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang 
tertentu. Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap 
seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan 
Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana 
tambahan. Pidana pokok teridiri dari, pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari, 
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang tertentu, dan 
pengumuman putusan hakim.
26
 
3. Pornografi Melalui Media Sosial 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat. Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang 
berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau 
bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 
                                                          
26
 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung, Refika Aditama, 
2006). hlm. 24 
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eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi.
27
 
Pornografi menurut para ahli seperti Clinard dan Meier,Siegel, dan 
Hagan berasal dari bahasa Yunani yaitu porne dan graphein. Kata 
porne mempunyai makna berkaitan dengan prostitusi dan graphien 
berarti tulisan atau gambar. Menurut Benny Phang, seorang pakar etika 
Washington DC, kata porno mempunyai makna porne yaitu pelacur, 
dan porneuo yaitu terlibat perbuatan yang tidak senonoh. Benny Phang 
mengartikan pornografi sebagai : “ Suatu tulisan atau lukisan atau 
gambar atau tayangan yang mengandung amoralitas sesksual.” 
Undang-undang telah mengklasifikasikan pornografi pada aspek 
susila atau kesopanan, seperti tercantum dalam Pasal 282 KUHP yang 
berbunyi Barangsiapa menyiarkan, memepertontonkan, menempelkan, 
menawarkan, mengedarkan tulisan, gambar atau barang yang isinya 
merusak kesopanan denga penjara 1 tahun 4 bulan.
28
 Jika pelaku tidak 
mengetahui bahwa isi tulisan, gambar, atau brang itu merusak 
kesopanan diancam pidana paling lama 9 bulan. Kemudian pasal 283 
KUHP menerangkan barangsiapa menawarkan, menyerahkan gambar, 
tulisan atau barang cabul kepada anak di bawah umur diancam dengan 
                                                          
27
 Dadin Eka Saputra,” Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media 
Sosial”, Jurnal Al’Adl, (Kalimantan Selatan) Vol. IX Nomor 2, 2017,  hlm. 265. 
 
28
 KUHP  
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pidana paling lama 9 bulan.
29
 Kemudian Media Sosial (Social media) 
adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial 
menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi 
menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer 
sekarang ini antara lain : Whatsapp, Facebook, Youtube, Twitter, 
Wikipedia, Blog, dll.
30
 
Definisi lain dari social media juga di jelaskan oleh Antony 
Mayfield. Menurutnya social media adalah media dimana 
penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan 
menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia 
online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar dan 
karakter 3D).
31
 
F. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis 
lakukan, berkaitan dengan masalah pornografi, maka ditemukan penelitian 
sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan pornografi namun 
demikian ditemukan, subtansi yang berbeda dengan persoalan yang 
penulis angkat dalam penelitian dimaksud. Adapun kajian yang relevan 
dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
                                                          
29
 Adjis Chairil A, Akasyah Dudi, Kriminologi Syariah, (RMBOOKS: Jakarta, 2007), 
hlm. 78. 
 
30
 Fahlepi Roma Doni, “Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja”, 
Jurnal JSE, (Purwokerto) Vol. 3 Nomor 2, 2017, hlm. 16. 
 
31
 Ibid.. 
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Ismawati
32dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Dan 
Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi Di Media Sosial” 
skripsi tahun 2016 mahasiswa UIN Alauddin Makasar. Penelitian tersebut 
membahas tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang pornografi 
terhadap pornografi, hakikat dan bentuk-bentuk pornografi di media sosial 
serta dampak tayangan pornografi dikalangan masyarakat. Perbedaan 
penelitian ini menerangkan tinjauan hukum Islam dan undang-undang, 
serta hakikat dan bentuk-bentuk, dan dampak di masyarakat  mengenai 
tindak pidana pornografi. 
Ersa Indra
33dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penyebaran Foto Porno Melalui Media Elektronik”(Studi 
Kasus Putusan No. 1319/Pid.B/2014/PN.Makassar) skripsi tahun 2016 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian 
tersebut membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam 
Nomor Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN.Makassar serta pertimbangan 
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 
pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam Nomor 
Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN. Makassar.Perbedaan penelitian ini 
                                                          
32
 Ismawati, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pornografi Terhadap 
Pornografi Di Media Sosial, Skripsi Uin Alauddin Makassar, 2016  
33
 Ersa Indra Mayora, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Foto Porno 
Melalui Media Elektronik” (Studi Kasus Putusan No. 1319/Pid.B/2014/PN.Makassar), Skripsi 
Universitas Hasanuddin Makassar, 2016 
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dengan penyusun terletak pada permasalahan yang dikaji. Dalam skripsi 
ini berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana 
pornografi dan pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap 
tindak pidana pornografi. 
Asrini Hanifah
34dengan judul skripsi “Pengaturan Penegakan 
Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan 
Mayantara” skripsi tahun 2009 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Penelitian tersebut membahas tentang 
pengaturan hukum positif Indonesia mengatur pornografi di internet 
(cyberporn)sebagai kejahatan mayantara serta pengaturan hukum positif 
Indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet 
(cyberporn) sekarang.Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada 
pengaturan dalam hukum positif Indonesia terhadap pornografi di internet 
(cyberporn). 
Ahmad Hidayat
35
dengan judul skripsi “Tindak Pidana Pornografi 
Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 
Pornografi Prespektif Fiqh Jinayah” skripsi tahun 2012 mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian 
tersebut membahas tentang unsur perbuatan Tindak Pidana Pornografi 
dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi 
                                                          
34
 Asrini Hanifah, Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet 
(Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2009 
35
 Ahmad Hidayat, Tindak Pidana Pornografi Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Prespektif Fiqh Jinayah, Skripsi Universitas Islam Negeri 
Sunan Gunung Djati Bandung, 2012 
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menurut Hukum Pidana Islam dan unsur Pelaku Tindak pidana pornografi 
dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi 
menurut Hukum Pidana Islam serta Sanksi pelaku Tindak pidana 
pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang 
pornografi menurut Hukum Pidana Islam. Sehingga penelitian ini lebih 
berfokus terhadap unsur perbuatan, unsur pelaku dan sanksi untuk 
pelakunya dalam pasal 4menurut undang-undang pornografi Nomor 44 
tahun 2008. 
Hidayat Lubis
36
dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,Dalam skripsi ini penulis 
mengkaji mengenai pandangan hukum Islam tentang kriteriacyberporn 
pada UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 
dan sanksi terhadap cyberporn pada UU RI No. 11 tahun 2008 tentang 
informasi dan transaksi elektronik. Sehingga penelitian ini lebih berfokus 
terhadap kriteria cyberporn dan sanksi terhadap cyberporn. 
Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini akan menjelaskan 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana pornografi melalui media sosial serta pandangan hukum pidana 
Islam terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial dengan 
menggunkan konsep keadilan Islam. 
                                                          
36
 Hidayat Lubis, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skripsi Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 
19 
 
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research). Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data 
yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan, 
yaitu putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 
214/Pid.Sus/2017/PN. Krg yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku 
tindak pidana pornografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif 
adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan 
serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.
37
 Dengan demikian, 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang 
terkumpul berupa tulisan, bukan angka. 
2. Sumber Data Penelitian 
Adapun untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka 
penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber:  
a. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, 
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
38
 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-
                                                          
37
 Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Sinar grafika: Jakarta, 2013), Cet ke-4. 
hlm.105. 
 
38
 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91. 
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literatur kepustakaan yang berhubungan dengan materi yang akan 
dibahas. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat di 
golongankan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 
1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat untuk menganalisis penelitian ini, dalam hal ini 
meliputi: 
a) KUHP 
b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
c) Salinan Putusan Hakim No. 214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
tentang tindak pidana pornografi melalui media sosial. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini 
termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti makalah atau 
artikel, majalah, jurnal, serta tulisan-tulisan ilmiah hukum.
39
 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang 
memberikan penunjang maupun penjelasan di pergunakan 
untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian yang 
berupa enslikopedia.
40
 
 
                                                          
39
 Amiruddin Dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2006) hlm. 32. 
40
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003), hlm. 185. 
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3. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek 
arsip. Oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan 
menggunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik 
dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Aplikasi 
dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan 
nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Krg sebagai sumber bahan primer, serta 
dokumentasi teori-teori tentang Konsep KeadilanIslam sebagai bahan 
sekunder. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan 
data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala 
hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang 
terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas 
data yang diperoleh kemudian dianalisis.
41
 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan 
kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan tinjauan yuridis metode 
                                                          
41
   M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
 
22 
 
 
 
menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil 
kesimpulan yang khusus.
42
 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam upaya memudahkan penyusunan skripsi ini dan agar lebih 
sistematis, maka disusun sistematika sebagai berikut:  
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II Landasan Teori, dalam bab ini memuat tentang landasan 
teori yang terdiri dari tinjauan konsep keadilan Islam,  tinjauan  mengenai 
pengertain tindak pidana, tinjauan  mengenai sanksi tindak pidana tinjauan 
umum tentang Pornografi. 
BAB III Deskripsi Data, yang memuat putusan perkara No. 
214/Pid.Sus/2017/PN. Krg yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang 
gambaran umum profil Pengadilan Negeri Karanganyar, yang di dalamnya 
memuat tentang lahirnya Pengadilan Negeri Karanganyar, materi Putusan 
Pengadilan Negeri Karanganyar No.214/Pid.Sus/2017/PN.Krg, terdiri dari 
kronologi kasus, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, putusan 
Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar. 
BAB IV Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas mengenai 
analisis terhadap rumusan masalah yang meliputi apa yang menjadi dasar 
                                                          
42
 Ibid., 
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pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 
Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Krg tentang tindak pidana pornografi 
melalui media sosial, serta bagaimana tinjauan konsep keadilan Islam 
terhadap putusan pengadilan negeri karanganyar Nomor: 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg tentang tindak pidana pornografi melalui media 
sosial  
BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan memaparkan 
beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah 
yang diteliti. 
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BAB II 
KONSEP KEADILAN ISLAM DAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI 
MELALUI MEDIA SOSIAL 
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda di terjemahkan 
dengan strafbarfeit, yang secara teoritis merupakan kreasi dari 
pada ahli hukum Belanda dan indonesia hingga saat ini.
1
 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari 
“strafbaarfeit”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana 
tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud 
dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana 
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu 
kata delictum.
2
 Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana. 
Menurut Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu 
perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam 
dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan 
                                                          
1
 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang : Setara Press, 2016), 
hlm.58. 
 
2
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 47. 
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oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 
dipersalahkan pada si pembuat.
3
 
Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat 
untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, 
diantaranya:
4
 
a. Harus ada perbuatan manusia 
b. Perbuatan manusia tersebut bertentangan dengan hukum  
c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam 
dengan pidana  
d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; dan 
e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si 
pembuat 
Menurut pandangan Vos, tindak pidana adalah kelakuan 
manusia yang oleh Undang-undang diancam pidana,
5
 
Pompe berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan 
yang dalam suatu ketentuan Undang-undang dirumuskan dan dapat 
dipidana.
6
 
                                                          
3
 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang : Setara Press, 2016), 
hlm.60. 
 
4
 Ibid., 
 
5
 Ibid, .hlm 62. 
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Van Hattum mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu 
peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.
7
 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
1. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Meliputi unsur-unsur 
yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-
keadaan dimana  tindakan-tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan. Diantaranya :
8
 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan 
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas di dalam kejahatan. 
3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai 
akibat.  
 
 
 
                                                                                                                                                               
6
 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang : Setara Press, 2016), hlm 
62 
 
7
 Ibid,. 
 
8
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 50. 
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2. Unsur subjektif  
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di 
dalamnnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
9
 
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian Tindak Pidana(jarimah) 
Tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang di ancam oleh Allah 
SWT dengan hukuman hudud atau ta‟zi>r.10 
Tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang 
atau meninggalkan setia perbuatta yang diperintahkan, atau 
melakukan maupun meninggalkan perbuatan yang telah yang telah 
ditetapkan hukum islam atas keharaman dan ancaman hukuman 
terhadapnya. Dengan kata lain berbuat atau tidak berbuat baru 
dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dengan 
ancaman suatu hukuman terhadapnya.
11
 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana(jarimah) 
Suatu perbuatan di anggap delik (jarimah) bila terpenuhi 
syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan 
menjadi dua. Pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang 
                                                          
9
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 51. 
 
10
 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam 1, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 
2007), hlm.87. 
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 Ibid.,  
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harus dipenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya 
unsur-unsur yang harus dipenuhi pada jenis jarimah-jarimah 
tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah 
yaitu :
12
 
1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas).  
Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum 
dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nas atau 
undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif 
masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu sutu 
perbuatan tidak dianggap melawan dan pelakunya tidak dapat 
dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengatur 
sebelumnya. Di dalam syari‟at islam dikenal dengan ar-rukn 
asy-syar‟i.13 
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum) 
Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk 
jarimah, baik dengan bersikap berbuat maupun sikap tidak 
berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana ini disebut dengan ar-
rukn al-madi.
14
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3. Unsur moril (pelakunya mukalaf) 
Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang 
dilakukannya. Dalam syari‟at islam unsur ini disebut dengan 
ar-rukn al-adabi. 
15
 
c. Macam-Macam Jarimah  
Pembagian jarimah pada dasarnya tergantung dari berbagai 
sisi. Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, 
dari sisi niat pelakunya dari sisi mengerjakannya, dari sisi korban 
yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, dan sifatnya yang 
khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta 
ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur‟an dan hadis atas dasar ini, 
jarimah dibagi menjadi tiga macam, yaitu jarimah hudud, jarimah 
qisas dan jarimah ta‟zi>r.16 
1. Jarimah Hudud 
Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata hudud adalah 
bentuk jamak dari kata haddu yang berarti sesuatu yang 
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 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Idonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 
hlm.10. 
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 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 
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menjadi pengahalang atas dua benda. Secara bahasa hardu 
berarti pencegah.
17
 
Sedangkan menurut istilah hudud adalah batasan-batasan 
ketentuan dari Allah SWT tentang hukuman yang diberikan 
kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. 
Sedangkan perbuatan melanggar hukum disebut jarimah, 
sehingga sebuah pelanggaran terhadap hudud disebut jarimah 
hudud. Adapun secara umum pengertian hudud berarti 
larangan atau batasan antara dua barang yang bertentangan. 
18
 
Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang paling serius 
dan berat dalam hukum pidana islam.
19
 Jarimah hudud adalah 
perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman 
hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak 
Allah),
20
 sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah 
hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh 
syara‟ dan merupakan hak Allah. Dengan demikian ciri khas 
jarimah hudud itu sebagai berikut : 
                                                          
17
 Saayid Sabiq, Fiqh Sunnah 4, (Jawa Barat : Keira Publishing, 2015), hlm. 1. 
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 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 106. 
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a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa 
hukumnnya telah ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada 
batas minimal dan maksimal. 
b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau 
kalo ada hak manusia di samping hak Allah maka hak 
Allah yang lebih dominan.
21
 
Oleh karena itu hukuman had itu merupakan hak Allah 
maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh 
perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) 
atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. 
Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai 
berikut:
22
 
a. Jarimah zina. Bentuk huuman ada tiga yaitu hukuman 
cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam. 
b. Jarimah qazaf (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu 
dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 
80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimannya 
kesaksisan yang bersangkutan selama seumur hidup. 
c. Jarimah syurbul khamr(minum-minuman keras). Bentuk 
hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma 
sebanyak empat puluh kali.  
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2. 
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 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004), 
hlm. 12. 
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d. Jarimahsariqah (pencurian). Bentuk hukuman yaitu 
dipotong kedua tangannya. 
e. Jarimah hirabah (perampokan). Bentuk hukuman yaitu 
hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman 
potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan. 
f. Jarimah al baghyu (pemberontakan). Bentuk hukumannya 
adalah hukum bunuh. 
2. Jarimah Qisas Diyat 
Yaitu perbuatan yang hukumannya diancam dengan 
hukuman qisasdan diyat. Hukuman yang telah ditentukan 
batasnya, tidak ada batasan rendah dan tinggi, tetapi menjadi 
hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda lagi 
dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. 
Hukuman qisas diyat penerapannya ada beberapa 
kemungkinan, seperti hukuman qisas bisa berubah menjadi 
diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan maka hukuman 
menjadi dihapus.
23
 
Jarmah qisas diyat ini hanya ada dua macam, yaitu 
pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas 
makan ada lima macam, yaitu:
24
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(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 19. 
 
33 
 
 
 
1) Pembunuhan sengaja 
2) Pembunuhan menyerupai sengaja  
3) Pembnuhan karena kesalahan  
4) Penganiayaan sengaja 
5) Penganiayaan tidak sengaja 
3. Jarimah Ta‟zi>r 
Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang di 
ancam dengan hukuman ta‟zi>r yaitu hukuman selain had dan 
qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta‟zi>r, baik yang jenis 
larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu 
menyangkut hak Allah atau hak perorangan, yang hukumannya 
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa („ulil‟amri).25 
Menurut arti bahasa ta‟zi>r berasal dari kata azzara yang 
berarti man‟u wa radda (mencegah dan menolak).26 Sedangkan 
ta‟zir menurut definisi Al-mawardi adalah hukuman 
pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan 
hukumannya oleh syara‟.27 
Hukuman ta‟zi>r boleh da harus diterapkan sesui dengan 
tuntunan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah :
28
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 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Idonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 
hlm.14. 
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 Makhrus munajat, fikih jianayah…, hlm. 145. 
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“Ta‟zi>r itu sangat tergantung kepada tuntutan 
kemaslahatan” 
Dari segi sifatnya  jarimah ta‟zi>r dapat dibagi menjadi 3 
bagian yaitu : 
a. Ta‟zi>r karena melakukan perbuatan maksiat. 
b. Ta‟zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum 
c. Ta‟zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran. Jarimah 
ta‟zi>r dilihat dari hak yang dilanggar dibagi mejadi dua 
bagian yaitu : 
1) Jarimah ta‟zi>r yang menyinggung hak Allah 
2) Jarimah ta‟zi>r yang menyinggung hal individu 
B. Tinjauam Umum Terhadap Sanksi Pidana 
1. Sanksi Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif 
a. Pengertian Sanksi Pidana 
Dalam ruang lingkup hukum pidana, istilah sanksi 
diidentikan dengan pidana namun pada dasarnya pengertian sanksi 
lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan istilah pidana. Kata 
sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu “sanc tie” yang artinya 
alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.9 
Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, Sanksi berarti 
tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman) untuk memaksa orang 
untuk menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. 
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Dalam kamus istilah hukum, sanksi mempunyai arti ancaman 
hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu 
kaidah (undang-undang).
29
 Sanksi pidana lebih menekankan unsur 
pembalasan. Ia merpakan penderitaan yang sengaja dibebankan 
kepada seorang pelanggar.
30
 
Pengertian sanksi apabila dilihat dari segi tugasnya, sanksi 
adalah suatu jaminan bahwa sesuatu akan ditaati yang merupakan 
akibat hukum (rechtgevolg) daripada pelanggaran suatu kaidah.
31
 
Akibat ini berupa suatu tindakan, dimana hukuman 
dijatuhkan berhubung dilanggarnya suatu norma oleh seseorang. 
Sedangkan sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan 
hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hukuman itu 
bersifat siksaan bahwa hukuman itu dimaksudkan sebagai 
hukumanan terhadap pelanggaran, yang dilakukan oleh seseorang 
terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.
32
 
Pada umumnya tujuan sanksi pidana adalah untuk 
melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-
hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan 
masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dengan 
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 J.C.T. Simorangkir dkk., Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), hlm. 152. 
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kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa 
yang sewenang-wenang di lain pihak.
33
 memberi penderitaan 
istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan 
akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan 
terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan 
pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.
34
 
Dalam teori mengenai pemidanaan itu sendiri terbagi 
menjadi tiga bagian, yaitu: 
a) Teori Pembalasan (Absolut) 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena 
seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga 
pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan 
pembalasana terhadap tindakkan tadi. Tidak dipersoalkan 
akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahkan pertimbangan 
untuk pemidanaanhanya masa lampau, maksudnya masa 
terjadinya tindak pidana itu. Masa datang bermaksud 
memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang 
penjahat mutlak harus dipidana.
35
 Menjatuhkan pidana tidak 
dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi 
bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. 
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b) Teori Tujuan (Relatif) 
Teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan 
untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana 
adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. 
Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana 
merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.
36
 
c) Teori Gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, 
dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan 
pidana. teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua 
golongan besar, yaitu sebagai berikut:
37
 
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 
yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya 
tata tertib masyarakat. 
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2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh kalangan ilmu hukum, 
tersimpul adanya pandangan, perkembangan teori pemidanaan 
cenderung mengalami perubahan paradigma.
38
 Bergesernya paradigma 
dalam pemidanaan ini dapat dengan mudah dipahami karena adanya 
perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini dinamika selalu kearah 
yang lebih baik dan lebih beradab. Oleh karenanya hukum pidana 
sebagai norma yang juga berlaku dalam masyarakat mengalami 
perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. 
2. Sanksi Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam 
a. Pengertian Sanksi Pidana  
Secara umum, kata sanksi dalam Pidana Islam disebut 
dengan istilah “Al-Uqubah” اُةَْبُُٕقؼن , yang berasal dari bahasa Arab 
yang secara harfiah adalah pembalasan dengan keburukan.
39
 Dalam 
kamus Al-Munawir kata sanksi berasal dari “hukuman atau 
sanksi”:40 
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ااَصِقنا ُص َُةبُْٕقُؼنا َٔاَقِؼن ُب  
Sedangkankan menurut terminolagi yang dikutip dari 
pendapat Abdul Qadir Audah, member definisi sanksi (hukuman) 
didefinisikan sebagai berikut: 
 ْا ةَُبْٕقُؼن ِْ َي ْاَزَجن ُءا  ْاَّرقًَُن ُر ِةَحهَْصًَِن ْااَیْصِػ َٗهَػ ِةَػاًََجنأ ٌِ ِرْيااَّشن ِعِر  
Sanksi adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 
kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas 
ketentuan-ketentuan syara.”41 
Berdasarkan kedua pengertian tersebut, jelaslah bahwa 
yang dimaksud dengan Uqubah adalah balasan yang ditetapkan 
oleh perbuatan- perbuatan yang dilarang untuk menjamin 
kehormatan perintah syar‟iyyah yang bertujuan untuk menciptakan 
kemaslahatan individu dan masyarakat.  
Ahmad Fathi Bahasi sebagaiman dikutip oleh Ahmad 
Ratomi Zain dalam skripsinya memberikan definisi sanksi 
(uqubah), adalah balasan berbentuk ancaman yang ditetapkan oleh 
syar‟i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang 
dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintah. 
Menurut A. Djazuli bahwa maksud pokok hukuman (sanksi) 
adalah untuk memelihara adalah untuk memelihara dan meciptakan 
kemaslahatan manusia dan menjaga hal-hal dari mafsadat, serta 
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memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.
42
 Begitu juga 
menurut Ahmad Hanafi, bahwa tujuan dari pada penjatuhan 
hukuman (sanksi) menurut syariat Islam adalah pencegahan (ar-
radu waz-jazru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat 
taahdzib).
43
 
b. Tujuan Sanksi Pidana 
Tujuan sanksi pidana adalah pencegahan, maka besarnya 
hukuman harus sedemikian rupa cukup mewujudkan tujuan 
tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang 
diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip 
keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan 
menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan 
perhatian terhadap diri pembuat. Bahkan memberikan pelajaran 
dan pengusahaan kebaikan kepada diri pembuat merupakan tujuan 
utama, sehingga menjauhkan manusia terhadap jarimah bukan 
karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran dalam 
diri sendiri dan kebenciannya terhadap melakukan jarimah 
(kejahatan). Di samping segi kebaikan pribadi pembuat jarimah, 
syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan 
membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai rasa saling 
menghormati dan mencintai antara sesama anggota masyarakat 
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dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya masing-
masing.
44
 
C. Tinjauan Umum Terhadap Pornografi 
1. Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif 
a. Pengertian Pornografi  
Kata pornografi berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari 
dua suku kata yaitu Porne yang berarti pelacur dan graphe yang 
berarti gambaran atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-
benda seperti patung dan lukisan.
45
 
Di dalam pornografi itu juga di kaitkan dengan kata 
Cyberporn yang berarti adalah “materi pornografi yang tersedia 
online”, Definisi tersebut menunjukan bahwa cyberporn 
merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi 
melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun 
film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai 
pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs 
majalah dan koran. Misalnya situs playboy.com atau situs-situs 
hiburan dan lainya. Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan 
situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat.
46
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Pornografi merupakan penggambaran tubuh manusia atau 
perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan 
tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).
47
 
Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, 
pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika 
sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. 
Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah 
erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan 
pemahaman di kalangan masyarakat umum.
48
 
Ragam pornografi dibagi menjadi dua yaitu ragam 
pornografi berdasarkan muatannya dan ragam pornografi 
berdasarkan mediumnya:
49
Ragam pornografi berdasarkan 
mediumnya adalah sexually violent material (materi pornografi 
dengan menyertakan kekerasan), nonvioent material depicting 
degradation, domination, subordinatio, or humiliation (Jenis ini 
tidak menggunakan kekerasan dalam materi seks yang 
disajikannya), nonviolent and nondegrading materials (prodak 
media yang membuat adegan hubungan seksual tanpa unsur 
kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan), nudity (materi 
seksual yang menampilkan model telanjang), child pornography 
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adalah produk media yang menampilkan anak atau remaja sebagai 
modelnya.
50
 Sedangkan Ragam pornografi berdasarkan 
mediumnya adalah media elektronik, media cetak dan media luar 
ruang.
51
 
Sejarah kemunculan pornografi adalah pada masa 
paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktvitas-aktivitas 
seksual, seperti patung venus. Pada reruntuhan bangunan Romawi 
di Pompei, ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu disisi-sisi 
jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin 
pria yang dahulunya digunakan sebagai petunjuk jalan menuju ke 
tempat pelacuran dan hiburan. Seiring dengan revolusi industri 
yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan, seperti mesin 
cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada 
awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan di lukis di daun-daun, 
kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan 
penemuan tersebut pornografi dapat dicetak dalam jumah yang 
banyak, seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik.
52
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b. Dampak pornografi  
Dampak dari pornografi sangat berbahaya, karena 
mengkonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi 
perkembangan psikologis dan biologis. Catherine Mackinnon 
menyatakan bahwa “pornografi didunia maya adalah pornografi 
dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih 
banyak. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi 
dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan 
keresahan dan kekuatiran masyarakan beragama akan hancurnya 
sendi-sendi moral dan etika.
53
 
Pornografi merupakan akar permasalahan yang akan 
menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan 
perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakitmematikan dan 
merosotnya moral generasi penerus bangsa.
54
 
Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan 
beberapa dampak negatif, yaitu:
55
 
1) Dari segi finansial, pelaku akan menghabiskan banyak waktu 
untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis 
                                                          
53
 Adi Maulana, Blokir Pornografi, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 35. 
 
54
 Ibid., hlm. 38 
 
55
Ibid., hlm. 40 
 
45 
 
 
 
meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa 
dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial. 
2) Bagi perkembangan pribadi, pornografi bisa menyebabkan 
seseorang menjadi budak nafsu,turunnya konsentrasi, malas 
kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai 
kehilangan orientasi masa depan 
c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
Sejak tahun 2006 telah bergulir pembahasan Rancangan 
Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam 
perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan 
pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU 
Pornografi melalui Sidang Paripurna dengan nama Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
56
 
Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan bahwa: 
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat”.57 
 
Sedangkan pada Pasal 44 UU Pornografi menegaskan 
bahwa bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita 
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porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan 
pornografi akan dijerat dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi: 
“Dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.58 
 
Di dalam UU Pornografi terdapat 10 pasal yang merupakan 
pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana pornografi. Dimana 
masing-masing pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana 
denda, adapun ketentuan pidana tersebut dapat berupa pidana 
tunggal atau pidana kumulatif, artinya Hakim dapat saja 
menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda ataupun pidana 
penjara dan pidana denda karena menggunakan frase dan/atau.
59
 
d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan 
yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk 
informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mulai 
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dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara 
komunikasi dan informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE 
diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi 
elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen 
Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama 
dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu 
Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) 
dan Universitas Indonesia (UI).
60
 
Setelah perjalanan panjang selama lima tahun hingga pada 
tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke 
tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 
Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. 
Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani 
naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 
2008.
61
 
Sedangkan pasal yang mengatur tentang larangan 
penyebaran pornografi di internet adalah pasal 27 ayat (1)UU No. 
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11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE).
62
dinyatakan bahwa : 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan.” 
Teks pasal 27 ayat (1) tersebut memiliki tiga unsur, diantaranya : 
a) Unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan. 
Dengan tercantumnya “dengan sengaja”, maka perlu 
dibuktikan menganai kesengajaan dari pelaku dalam hal 
melaksanakan delik yang diancamkan. Karena para pelaku 
cybercrime terkadang adalah hanya sekedar iseng atau 
bermain-main saja, tanpa ada niat dan motif yang sungguh-
sungguh untuk kebutuhan ekonomi dirinya misalnya.
63
 
b) Unsur melawan hukum 
Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa 
yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna 
dari “melawan hukum”. Sebagaimana jika diterjemahkan 
dalam bahasa Inggris, kata tersebut dapat diterjemahkan 
dengan without right yang digunakan dalam cyberlaw 
diberbagai negara yang berbahasa Inggris. Maka “tanpa hak” 
                                                          
 
62
 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
 
63
 Budi Suharianto, Tindak Pidana Teknologi Informasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2013), hlm. 108. 
49 
 
 
 
dapat diartikan sebagai “melawan hukum”, hal ini didasarkan 
pada pengertian dasar dari elemen melawan hukum yang 
notabennya mempunyai istilah asing 
“onrechtmatigheid”dalam kepustakaan mempunyai beberapa 
makna antara lain, yaitu melawan hukum tagen het recht, 
tanpa hak sendiri zonder eigen rech, bertentagan dengan 
hukum pada umumnya in strijd met het recht in het algemeen, 
bertentangan dengan hak pribadi seseorang in strijd met een 
anders subjectieve recht, bertentangan dengan hukum objektif 
tegen het objectieve recht.
64
 
c) Unsur kelakuan 
Dalam pasal inidijelaskan terapat tiga perbuatan yang 
dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan hanya 
tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan 
pidana oleh pasal ini, selain itu tidak ternasuk terkena pidana 
oleh pasal ini. Dalam perspektif subjek yang terkena 
keberlakuan dari undang-undang ITE adalah semua orang 
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pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-
anak.
65
 
Sanksi pidana pasal 27 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat 
(1) yaitu  
“ hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”. 
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pasal 
27 ayat (1), diantaranya, yang pertama,dalam hal penerapan pelaku 
(subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini 
adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan, 
sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi 
dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain 
itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan juga tidak dapat dipidana oleh pasal ini. Terdapat tiga 
pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi di internet, 
yaitu : yang memproduksi (produsen atau pembuat), yang 
menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran dan/atau 
pihak yang mengakses.
66
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Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak 
dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak 
dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan pasal 34 ayat (1) 
dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
50 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 
45 yang diperuntukan untuk distributor. 
Yang kedua, dalam hal muatan informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik. Pasal ini mengatur pelanggaran 
dalam hal penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang memiliki muatan melanggar 
kesusilaan.Pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran 
terhadap kesopanan.
67
 
2. Pornografi ditinjau dari Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian Pornografi 
Pornografi berasal dari bahasa yunani: porne  berarti 
perempuan jalang; graphein berarti menulis. Bahan yang dirancang 
dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitan nafsu birahi 
(syahwat) dan seks.
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Pornografi mengandung arti: a) Penggambarann tingkah 
laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk 
membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian 
merangsang (tipis, mini, dan sebagianya). b) perbuatan atau sikap 
merangsang atapun dengan melakukan perbuatan seksual. 
Pornogarfi dapat dilakukan secara langsung seperti mastubasi atau 
hubungan seksual, ataupun melalui media cetak dan elektronika, 
seperti gambar atau bacaan cabul yang dengan sengaja dan semata-
mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.
69
 
Hal-hal yang terkait dengan pornografi : 
1. Pakaian merangsang 
2. Perbuata atau sikap merangsang 
3. Perbuatan seksual 
Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi 
tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, tabarruj 
(berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting 
dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan 
membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam 
persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan 
pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan 
memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang 
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lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang 
terhadap orang yang tidak halal baginya, karenayang demikian 
tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.
70
 
b. Batasan Pornografi dalam Islam 
Di dalam perspektif Islam, larangan dan perintah ini 
merupakan landasan untuk melarang pornografi dan cyberporn 
(pornografi di dunia maya), dimana seseorang bisa mengumbar 
tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan 
untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan 
pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan 
awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual 
bahkan perkosaan. Disamping itu dengan mengumbar pandangan 
pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya 
juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia 
maya atau yang dikenal dengan cyber adultery.
71
 
Sedangkan dalam QS.al-Nu>r(24): 31 dijelaskan,   
                 
                          
                     
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                       
                             
                 
                         
                        
   
Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, 
dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang 
(biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan 
kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan 
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau 
ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera 
suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak 
yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka 
memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
72
 
Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah 
Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah 
karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut 
apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan 
dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang 
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yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja 
bahkan sampai melihat keseluruh bagian tubuhnya, dengan melihat 
gambar atau foto atau video atau film wanita-wanita yang terbuka 
auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal 
baginya.
73
 
Maka batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan 
batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama 
sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang 
terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu diboleh kan 
melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila 
demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu 
adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta 
batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak 
menimbulkan nafsu seks.
74
 
c. Sanksi Pornografi dalam Islam 
Jelas keharamannya, karena merupakan perbuatan yang 
menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT 
yaitu perzinaan, maka Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar 
mendekatinya.
75
 Berdasarkan QS al-Israa‟ (17): 32 : 
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            
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina 
itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.76 
Dalam ayat tersebut dikatakan “jangan mendekati zina”, 
makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan 
melakukan perbuatan yang mengarah atau menyebabkan orang 
melakukan zina, makna lebih lanjut adalah perbuatan zina lebih 
dilarang, karena mendekati saja sudah dilarang. Disamping itu, 
dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi: 
واَرَح َٕ َُٓف و اَرَحْنا َيِنا ٖ َدا اَي ٌِا  ٌ  
“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka 
hukumnya haram”. 
 
Dengan demikian berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan 
yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjerumus kepada 
perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam 
oleh hukuman Ta‟zir.77 Hal ini dijelaskan pula dalam dalam sebuah 
Hadist. Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda: “Pasti dicatat bagi 
anak adam bagiannya daripada zina. Ia pasti mengetahuinya : dua 
mata berzina dengan memandang, dua telinga berzina dengan 
mendengar, lisan berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan 
memegang, kaki berzina denganmelangkah, hati berzina dengan 
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menginginkan dan berkhayal dan itu akan dibenarkan dan 
didustakan oleh kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim).78 
Dari dalil diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan didalam 
Islam mengenai dua kategori perbuatan zina. 
a) Zina yang menyebabkan jatuhnya hukuman (h}add), yaitu 
zina kemaluan, homoseks atau lesbian atau dengan binatang 
(li>wa>t)dan dengan mayat. 
b) Zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman, tapi tetap 
menyebabkan pelakunya berdosa yaitu zina mata, telinga, 
berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.
79
 
Pornografi dalam kaitannya dengan Hukum Islam ini, 
masuk dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai 
terkena hukuman langsung (h}add), namun tetap membuat 
pelakunya berdosa. Dalam hal cyberporn daya rangsangnya 
terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui 
pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.
80
 
Di samping itu, Islam pun mengharamkan menceritakan 
hubungan intim suami-istri, meskipun hanya diceritakan kepada 
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istrinya yang lain. Apalagi dipertontonkan kepada khalayak. 
Rasulullah bersabda: 
 يِضُْفي َمُج ر لا ِةَيَاِیقْنا َو ْٕ َي ًَةنز ٍْ َي ِِ  منا َذُْ ِػ سا ٌ لا رََشأ ٍْ ِي ٌإ
یِضُْفت َٔ  ِّ َِتأَرْيا َٗنإَاْرِسُرُشُْ َیًُثِٓ َْینإ  
“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya 
di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang 
menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan 
suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya”. 
(HR Muslim dari Abi Said al-Khudri).
81
 
Dengan keras Nabi saw. menggambarkan mereka seperti 
setan: 
 َُمثَي اَي ٌ إ َلَاَقف َِكنَر َُمثَي اَي ٌَ ُٔرَْذت َْمْ  َْتِیَقن ٍَة اَطْیَش َُمثَي َِكنَر
ِیف ًاَاَطْیَش ِّ َْینَإ ُُٔرظُْ َیُساُنا َٕ َُٓتَجاَحَآُْ ًِ ىََضَقفِةكسنا  
“Tahukah apa permisalan seperti itu?” Kemudian beliau 
berkata, “Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah 
seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di 
sebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan 
hajatnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara 
orang-orang melihat kepadanya.” (HR Abu Dawud).82 
Barang siapa mencetak atau menjual atau menyimpan 
dengan maksud untuk dijual atau disebarkan, atau menawarkan 
benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, 
atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya 
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yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan 
dihukumi ta‟zi>r.83 
Secara bahasa ta‟zi>r bermakna al-man‟u (pencegahan). 
Menurut istilah ta‟zi>r bermakna, at-ta‟di>b (pendidikan) dan at-
tanki>l (pengekangan).
84
 Adapun definisi ta‟zi>r secara shar‟iy 
yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-
sanksi yang bersikap edukatif, adalah sanksi atas jarimah-jarimah 
yang hukumannya belum ditetapkan oleh shara‟, jarimah ta‟zi>r 
terdiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan 
hukuman h}add dan tidak pula kaffa>rah.
85
 Inti dari jarimah 
ta‟zi>r adalah perbuatan maksiat, adapun yang dimaksud maksiat 
adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan 
perbuatan yang diharamkan (dilarang).
86
 
Ta‟zi>r telah disyari‟atkan bagi setiap pelanggaran shar‟iy 
yang tidak menetapkan ukuran sanksinya, maka sanksinya 
diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. 
Sanksi semacam inilah yang dinamakan oleh ta‟zi>r. Sanksi 
ta‟zi>r ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan 
yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai 
                                                          
83
 Abdurrahmman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 
2002), hlm. 288. 
 
84
Ibid,.. hlm. 239. 
85
Ibid,.. hlm. 240. 
 
86
 Ibid,.. hlm 241. 
 
60 
 
 
 
tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan 
kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk 
melakukan kejahatan serupa.
87
 Sebagian fuqaha‟ telah 
menetapkan bahwa ta‟zi>r tidak boleh melebihi hu>du>d. 
Mereka berpendapat, bahwa ta‟zi>r tidak boleh melebihi kadar 
sanksi h}add yang dikenakan pada jenis kemaksiatan. 
Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abi Bardahdari Nabi 
saw, bahwa beliau bersabda : 
“Barangsiapa melebihi had pada selain had (hudud), maka ia 
termasuk kaum yang melampaui batas”88 
Penetapan kadar sanksi ta‟zi>r asalnya merupakan hak bagi 
khalifah. meskipun demikian sanksi ta‟zi>r boleh ditetapkan 
berdasarkan ijtihad seorang qa>d}i. Boleh juga khalifah melarang 
qa>d}i untuk menetapkan ukuran sanksi ta‟zi>r, dan khalifah 
sendiri yang menetapkan ukuran sanksi ta‟zi>rnya kepada qa>d}i, 
sebab qa>d}i adalah wakil khalifah. Sedangkan peradilan 
tergantung dengan zaman, tempat dan kasus yang terjadi. 
Khalifah boleh memberi hak khusus kepada qa>d}i untuk 
memutuskan persoalan-persoalan peradilan tertentu. Khalifah 
juga yang berhak melarang qa>d}i untuk menetapkan sanksi 
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ta‟zi>r secara mutlak. Bahkan khalifah juga berhak melarang 
qa>d}i untuk menetapkan ukuran sanksi ta‟zi>r secara mutlak.89 
Perbuatan-perbuatan yang dihukumi ta‟zi>r sulit 
diklasifikasikan jenis-jenisnya karena ta‟zi>r berbeda dengan 
hudud, artinya pada umunya ta‟zi>r terjadi pada kasus-kasus 
yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh shara‟, oleh karena 
itu penetapan sanksi ta‟zi>r lebih didasarkan pada status sanksi 
atau perbuatan yang telah diklasifikasikan jenis. Atas dasar ini 
perbuatan yang dapat dihukumi ta‟zi>r telah ditetapkan menjadi 
tujuh jenis diantaranya adalah Pelanggaran terhadap kehormatan 
(perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesopanan, 
perbuatan yang berhubungan dengan suami istri), Pelanggaran 
terhadap kemuliaan atau harga diri, Perbuatan yang merusak akal, 
Pelanggaran terhadap harta (benda yang bergerak, penipuan, 
pengkhianatan terhadap amanah harta, penipuan dalam muamalat, 
pailit, ghashab), Gangguan keamanan negara yang meliputi 
penulis dan propagandanya, organisasi atau partai, spionase, agen, 
makar-makar, Subversi serta Perbuatan yang berhubungan dengan 
agama.
90
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Bentuk ta‟zi>r yang digunakan syari‟ sebagai hukuman 
adalah sanksi hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, al-hi}jr, 
salib, ghara>mah, melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, 
tah}di>d al-s}adi>q, wa‟dh, h}irma>n, taubi>kh, tashhi>r. Selain 
sanksi-sanksi tersebut penguasa tidak boleh menjatuhkannya 
sebagai sanksi, meskipun tidak ada nash dan shar‟iy yang 
melarangnya. Itu disebabkan karena sanksi adalah perbuatan 
sehingga harus ada dalil yang menunjukkan kebolehannya.
91
 
Jika terbukti seseorang melakukan kejahatan pornografi, 
maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada had qadhi, 
bisa dalam bentuk tasyhir (diekspos), di penjara, dicambuk dan 
bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariah. Jika materi 
pornografi disebarkan secara luas sehingga bisa menimbulkan 
bahaya bagi masyarakat, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa 
diperberat sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan bagi 
masyarakat itu. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan 
investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun 
dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda: “Barang siapa 
memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri 
tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan 
dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang 
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mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh 
sedikitpun.” (HR. Muslim) 
Dijelaskan pula oleh Al Hafiz al Mundziry (wafat 656 H) 
dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib (1/62) menyatakan: 
 ٍْ َي ُرْزٔ َٔ  ُُِرْزٔ ِّ َْیهَػ َىْث ْلْا ُبج ُٕي اي ِو ِغفا ٌ لا رْیَغ ُخِسَا َٔ
 ٌْ ِِ  ب ُم ًَ َؼْنا َٔ  ُِ ُّطَخ َِيَقب اَي ِِ ِذَْؼب ٍْ ِي ِِ  ب َم ًِ َػَٔأ َُّخََس  ْٔ َأ َُِأََرق 
“Orang yang menulis hal yang tidak bermanfaat adalah diantara 
sesuatu yang mewajibkan dosa, baginya dosanyadan dosa orang 
yang membacanya atau menyalinnya atau beramal dengannya 
sesudahnya selama tulisan tersebut dan beramal dengannya masih 
tetap ada”.92 
Dengan demikian, sanksi pornografi dalam hukum pidana 
Islam adalah ta‟zir yang penetapan kadar sanksi merupakan hak 
bagi Khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. 
D. Konsep Keadilan dalam Islam 
1. Tinjauan Umum Terhadap Konsep Keadilan Dalam Islam 
a. Pengertian Keadilan  
Kata Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat 
sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang 
kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.
93
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Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi‟il) „adalah 
dan mashdarnya adalah al-„adl dan al-idl. As-„adl untuk menunjukkan 
sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan al-„idl 
untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. 
Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh 
yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan 
hitungan.
94
 
Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau 
menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar. Keadilan juga dapat 
dimaknai dengan tindakan atau perlakukan yang seimbang dan sesuai 
dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak 
menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-
konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan adalah 
tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya. yang adil, 
meliputihal-hal sebagai berikut: 
1. Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya. 
2. Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah. 
3. Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan. 
4. Berpihak atau berpegang kepada kebenaran. 
5. Tidak sewenang-wenang. 
                                                          
 
94
 Ibid.,, 
 
65 
 
 
 
Dengan kata lain, keadilan adalah menyampaikan segala 
sesuatu yang menjadi haknya sekaligusmenjaga atau memelihara dan 
menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar/ketentuan masing-
masing haknya.
95
 
Makna keadilan menurut pakar agama Islam pada umumnya, 
merumuskan menjadi empat makna, yaitu :
96
 
1. Adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, 
artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan 
orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam 
hak. Dijelaskan dalam surat al-Nisa (4) : 58 
2. Adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan 
kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan 
persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar 
seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, 
sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang 
diharapkan darinya 
3. Adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan 
memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan 
keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. 
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4. Adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti 
memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak 
mencegah kelanjutan eksistens dan perolehan rahmat sewaktu 
terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada 
dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Firman Allah swt 
yang terdapat pada surat Hud (11) ayat 6. 
b. Bentuk Keadilan 
Adapun bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam 
sangat banyak dan mungkin sulit dibuat batasannya karena 
keadilan pada dasarnya meliputi segala aspek kehidupan. 
Namunsecara garis besar dia dapat diungkapkan sebagai berikut:
97
 
1.  Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluq. 
Semua yang ada di alam ini bersumber dari kehendak 
Tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna 
dan semua yang ada di dalamnya terkait dan berjalan antara 
bagianyang satu dengan yang lainnya sesuai dengan 
Sunnatullah. Oleh karena alam semesta ini satukesatuan yang 
sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem 
arahnya dengan hokum perwujudannya yang keluar dari 
kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai 
danmendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai 
keadaan dan bentuk yang paling baik dipermukaan bumi ini. 
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Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga 
tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna keadilan 
dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-
kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah 
akibat ulah tangan manusia sendiri (Q.S. al-Rum: 41). 
Terhadap manusia, Allah juga telah melakukan tindakan 
yang seadil-adilnya. Manusialah yang berbuat tidak adil 
terhadap sesamanya dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Allah 
tidak berbuat zalim seberat “biji sawi” pun, sedangkan 
kezaliman yang merajalela di bumi ini tidak lain dari akibat 
kesombongan manusia sendiri. “Sesungguhnya Allah tidak 
berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia 
itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.” (Q.S. al-
Nisa‟: 40). 
2. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk 
Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah 
refleksi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. 
Manusia dituntut untuk saling memperlakukan saudaranya 
dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong 
menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan 
pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi 
manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan 
keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan 
68 
 
 
 
kepentingan masyarakatannya atau kepentingan dan kebutuhan 
bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam 
kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, 
tetapihanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau 
tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. 
Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan 
masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, 
yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah 
acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.
98
 
Dalam pandangan Islam kehidupan manusia harus 
senantiasa bersifat keakraban, saling tolong-menolong, tidak 
ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan 
merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu 
dan masyarakat.  
c. Azas-Azas Keadilan 
Adapun azas-azas dalam menegakkan keadilan sebenarnya 
sangat banyak, namun jika “dipadatkan” secara garis besar adalah 
sebagai berikut:
99
 
1. Kebebasan jiwa yang mutlak. 
2. Persamaan manusia yang sempurna. 
3. Jaminan sosial yang kuat. 
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Dengan ketiga azas ini, jelas kelihatan bahwa manusia 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal 
mempunyai kebebasan untuk memilih sesuai dengan konsep dasar 
dan mempunyai posisi dan status yang sama dan akan melahirkan 
suatu dinamika atau kekuatan yang dibentuk oleh nilai-nilai dasar 
yang sesuai dengan konsep Islam. 
Kebebasan jiwa adalah kebebasan untuk hidup dan 
mengekspresikan diri secara sempurna sebagai manusia yang 
memiliki budi, rasa dan karsa. Setiap manusia bebas berkreativitas 
secara positif, yakni sejauh tidak merusak hak-hak dan kebebasan 
orang lain. Di sinilah keadilan menjadi amanat bersama umat 
manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Keadilan 
harus dilihat sebagai milik bersama dan atas dasar kebebasan yang 
ditegakkan secara bersama-sama pula. 
Karena itulah ditetapkan adanya persamaan di antara umat 
manusia secara sempurna. Persamaan inilah yang menjamin 
tegaknya keadilan secara maksimal, bahwa siapapun tidak pernah 
dapat dibedakan di hadapan mahkamah keadilan: di mata hukum 
semua manusia adalah sama. 
Namun demikian, tegaknya keadilan mesti ditunjang oleh 
jaminan sosial yang kuat. Keadilan tidak akan dapat ditegakkan 
dalam sebuah masyarakat yang secara ekonomi kacau balau. 
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Artinya, kesejahteraan hidup yang tidak merata adalah cerminan 
ketidakadilan itu sendiri. Ketika manusia tidak saling peduli 
terhadap nasib sesamanya, maka keadilan menjadi tiang sosial 
yang amat rapuh. 
d. Sarana Keadilan 
Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup satu aspek 
kehidupan manusia saja, tetapi semua aspek yang dibangun di atas 
tiang pokok yaitu hati nurani yang ada dalam diri manusia (dhamir) 
dan pelaksanaan syari‟at secara menyeluruh di lingkungan 
masyarakat. Kemudian Islam memadukan kekuatan yang satu 
dengan yang lainnya sehingga dapat mengalir dalam hati yang 
dimiliki manusia. 
Sarana yang diperlukan dalam mewujudkan keadilan itu 
pada garis besarnya terdiri dari duaaspek yaitu :
100
 
1. Syari‟at; sebagai kesatuan konsepsional atau gagasan teoritis. 
2. Manusia; dengan hati nurani dan sikap mental (persepsinya) 
yang benar-benar siap untukmelaksanakan konsepsi yang 
tersebut di atas. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITAAN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Karanganyar 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Karanganyar 
Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar adalah salah satu 
Pengadilan Negeri berstatus kelas 2B yang berada di bawah 
lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Wilayah hukumnya 
meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 17 
Kecamatan dan 162 Desa. Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar 
berdiri pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1982, 
berdasarkan Surat DIR.JEND.PEMB.BPU DEPT. Kehakiman 
Republik Indonesia. Oleh MOH. YAHYA ADIWIMARTA, SH. 
2. Fungsi dan Tugas Pokok 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca 
Amandemen). 
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan ole Mahkamah Agung R.I., 
Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., 
(Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta 
Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). 
Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan 
kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
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Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi 
dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat 
(1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 
Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan 
Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU 
No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, 
memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana 
dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 
1986). 
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan 
nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila 
diminta (Pasal 52 UU No.2Tahun 1986). Selain menjalankan tugas 
pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau 
berdasarkan Undang-Undang. 
3. Kondisi Umum Pengadilan  
Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar adalah salah satu 
Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar telah memiliki 1 (satu) 
buah gedung kantor yang berada di Kabupaten Karanganyar tepatnya 
di jalan Lawu Barat No. 76 B Karanganyar 57713. Telepon: 0271-
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495012 - 0271-495124 - Fax: 0271-495094. Karanganyar - Jawa 
Tengah, Indonesia.
1
 
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
1. Kronologi Kasus 
Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan 
masalah, maka perlu dipaparkan kasus penyebaran konten pornografi 
yang diunggah melalui media elektronik dalam wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Karanganyar. Kronologi kasusnya sebagai berikut :
2
 
Terdakwa DANANG EDO PRAKOSO alias EMPLENG BIN 
SUKARNO pada tanggal 22 dan 24 Mei 2016 jam 09.00 WIB tahun 
2016 di rumah terdakwa Dukuh Botok RT. 03 / RW. 01, Kel. Botok, 
Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yakni dilakukan dengan 
perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :
3
 
Ketika hubungan pacaran terdakwa dengan saksi Ayuk 
Suryaningsih renggang, terdakwa merasa jengkel dan sakit hati, 
                                                          
1
 Website Pengadilan Negeri Diakses Dari https://pn 
karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, 
tanggal 13/12/2019. 
 
2
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
 
3
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
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kemudian terdakwa yang sebelumnya telah memiliki foto-foto saksi 
Ayuk Suryaningsih yang dalam keadaan telanjang tanpa 
sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Ayuk Suryaningsih atau yang 
tidak memiliki hak telah mengunggah atau mengupload foto-foto 
tersebut ke dalam media sosial twitter ; 
Dengan demikian terdakwa mengunggah atau mengupload foto-
foto saksi Ayuk Suryaningsih yang dalam keadaan telanjang dilakukan 
dengan cara : Pada awalnya terdakwa membuat akun twitter atas nama 
“AYUK SURYANINGSIH” dengan menggunakan alat atau sarana 
hand phone Blackberry Gemini membuka aplikasi twitter, kemudian 
klik pengguna baru, lalu mengisi email dengan menggunakan email 
milik saksi Ayuk Suryaningsih yaitu “ayu-zuea@yahoo.com”, dan 
untuk nama pengguna terdakwa ketik “AyuSuryanings20” sedangkan 
passwordnya terdakwa ketik “suryaningsih” lalu konfirmasi password, 
lalu klik daftar, sampai tahap ini akun twitter sudah jadi, Kemudian 
terdakwa mengikuti akun twitter orang lain, setelah itu terdakwa 
mengisi gambar background dengan foto terdakwa berpelukan dengan 
saksi Ayuk Suryaningsih, selanjutnya terdakwa mengunggah atau 
mengupload foto-foto saksi Ayuk Suryaningsih yang dalam keadaan 
telanjang yang terdapat di hand phone terdakwa sebanyak kurang lebih 
8 foto. 
Oleh karena itu akibat perbuatan terdakwa mengunggah atau 
mengupload fotofoto saksi Ayuk Suryaningsih yang dalam keadaan 
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telanjang ke dalam akun twitter “AyuSuryanings20” yang di setting 
terbuka sehingga postingan tweetnya dapat dilihat semua orang yang 
mengakses baik yang mengikuti atau tidak mengikuti akun twitter 
“AyuSuryanings20”, diantaranya akun twitter “AyuSuryanings20” 
telah diakses oleh saksi Ayuk Suryaningsih, saksi Tina Ferawati, saksi 
Limausiine Limaran dan saksi Meidiana Sulistyanto. 
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum, yang pada 
pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan negeri karanganyar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
4
 
Menyatakan bahwa terdakwa DANANG EDO PRAKOSO alias 
EMPLENG BIN SUKARNO bersalah melakukan tindak pidana 
“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik 
yang melanggar kesusilaan,” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Dakwaan Tunggal Pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama 
Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 
subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan. 
                                                          
4
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
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Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone 
merk OPPO tipe A37F, warna gold kombinasi putih dengan IMEI 1 : 
864877036923098 dan IMEI 2 : 864877036923080 dengan nomor 
simcard 1 : 085737033689 dan simcard 2: 085740511019 dengan akun 
: tinaferawati03792@gmail.com dengan password : tina123456, 1 
(satu) potong sprei kasur warna merah muda dengan motif anggry bird 
dengan ukuran + 180cm X + 120cm, 1(satu) potong selendang 
pasmina warna merah muda dengan motif garis garis putih dengan 
panjang + 1,5 meter , 24 (dua puluh empat) lembar screenshot diambil 
dari HP Sdri. TINA FERAWATI, 1 (satu) unit handphone blackberry 
tipe 9320 warna putih kombinasi hitam dengan IMEI : 
353834058797940 PIN BB 2A9A5C42 dengan Nomor HP : 
082226107621 beserta mmc ukuran 2GB warna Hitam, 1 (satu) unit 
handphone merk XIOMI REDMI tipe Note 4 warna hitam kombinasi 
abu-abu dengan IMEI 1 : 864765036577800 dan IMEI 2 : 
864765036577818 dengan Sim Card Simpati Nomor : 081249162007 
dan Sim Card Smartfren, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe 
J7Prime warna Gold denganIMEI : 354462088069095 dan 
354463088069093 dengan nomor simcard : 085848308043. 
C. Keterangan Saksi  
Saksi dalam praktik peradilan dimaknai sebagai seorang yang 
mempunyai informasi utama, mengenai suatu kejahatan atau kejadian-
kejadian dramatis melalui indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, 
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sentuhan) dan dapat menolong, memastikan pertimbangan-pertimbangan 
penting dalam suatu kejadian atau kejahatan. Sehingga saksi dapat 
memberikan keterangan, guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana, yang didengar sendiri, dilihat 
sendiri, dan dialami sendiri.
5
 
Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah 
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : 
1. Saksi AYUK SURYANINGSIH Binti Pupon Haryanto dibawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
6
 
Ayuk Suryaningsih adalah pacar dari terdakwa Danang Edo 
Prakoso, mereka kenal sejak tahun 2013 dan kemudian pada tahun itu 
mereka resmi berpacaran. Ketika mereka melanjutkan hubungan 
sebagai kekasih, dalam hubungan tersebut saksi Ayuk dan terdakwa 
Eko sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian 
saksi menjalani hubungan pacaran putus nyambung dan sejak tahun 
2014 saksi dan terdakwa resmi putus.  
Ayuk Suryaningsih mendapati foto bugilnya di Twitter dan 
Instagram setelah dikasih tahu oleh kakaknya kandung yang bernama 
saksi Tina Ferawati, selanjutnya kakak saksi bersama suaminya 
mendatangi terdakwa dan meminta agar twiter mengenai foto bugil 
                                                          
5
 Syaiful Bahri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Prespektif: Pembaruan Hukum, Teori 
Dan Praktik Peradilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), hlm.110. 
 
6
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tersebut dihapus namun terdakwa tidak menanggapinya dan hanya 
tersenyum saja kemudian karena sampai 3 ( tiga ) hari terdakwa tidak 
mau menghapus lalu saksi melaporkan ke Polisi 
Ayuk Suryaningsih mengakui bahwa foto bugil tersebut bisa ada 
karena saksi memfoto sendiri di tempat kost gonilan dekat Univesitas 
Muhammadiyah Surakarta sekitar tahun 2013 lalu dikirim melalui HP 
Blakberry saksi ke handphone terdakwa melalui Bluetooth dan 
mengirim foto telanjang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa 
mengancam akan mengatakan kepada keluarga dan temanteman saksi 
kalau saksi dan terdakwa sudah melakukah hubungan layaknya suami 
istri.  
Ayuk Suryaningsih hadir pada sidang berikutnya dengan agenda 
sidang keterangan saksi dari korban, dalam sidang tersebut Ayuk 
Suryaningsih diharapakan hadir dengan membawa tiga orang saksi 
diantaranya yaitu, Tina Ferawati Als Tina, Sulistyanto Alias Ana, dan 
Limausiine Limaran Als Lili. Oleh karena itu saksi-saksi tersebut 
memberikan keterangan mengenai kejadian yang diketahui dan di 
alami oleh korban Ayuk Suryaningsih.  
2. Saksi TINA FERAWATI Alias Tina Binti Pupon Haryanto dibawah 
sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :
7
 
Tina Ferawati dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan 
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masalah foto telanjang adik kandung saksi yang telah merusak 
namabaik keluarga saksi dimana mengetahui adanya foto telanjang 
tersebut dari mediasosial twiter, facebook, dan instagram sekitar 
September 2017 kuranglebih ada 12 ( dua belas ) sampai 15 ( lima 
belas ) foto telanjang Ayu selain itu ada sebuah foto anak saksi 
selanjutnya foto tersebutsaksi konfirmasi ke adik saksi yang 
selanjutnya membenarkan fototersebut miliknya dan pernah diminta 
oleh terdakwa yang merupakanmantan pacar adik saksi. 
Tina Ferawati bersama suami kemudian mendatangi rumah 
terdakwa untuk meminta agar foto tersebut dihapus namun terdakwa 
hanya tersenyum saja, dengan keajadian tersebut saksi beserta 
keluarga malu dan terpukul bahkan bapak dan ibu saksi tidak akan 
menerima ayu dalam keluarga, selain itu bapak tidak mau keluar 
rumah karena malu dengan tetangga. 
Tina Ferawati menyaksikan bahwa menurut pengakuan adik saksi, 
foto tersebut diambil memakaihandphone blackberry seri Gemini 
warna putih hitam dan sekaranghandphone tersebut sudah dijual, oleh 
karena itu saksi hanya mengenali barang bukti berupa sprei dan foto 
telanjang dan  saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan 
keluarganyapernah meminta maaf kepada keluarga saksi. 
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3. Saksi Meidina Sulistyanto Alias Ana Bin Wartono dibawah sumpah 
padapokoknya menerangkan sebagai berikut :
8
 
Meidina Sulistyanto dihadapkan ke persidangan ini sehubungan 
dengan masalah foto telanjang adik ipar saksi yaitu saksi Ayuk yang 
telah disebarkan oleh terdakwa. 
Meidina Sulistyanto memberi keterangan bahwa Ayuk pernah 
bercerita kepada saksi bahwa dirinya pernah diancam oleh terdakwa 
agar mengirim foto telanjang miliknya ke handphone terdakwa jika 
tidak terdakwa akan memberitahukan kalau saksi Ayuk dan terdakwa 
sudah melakukan hubungan layaknya suami istri lalu saksi Ayuk 
terpaksa mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa. 
Meidina Sulistyanto mengetahui terdakwa telah  menyebarkan foto 
telanjang Ayuk ke sosial media dansudah dilihat oleh banyak orang 
lantaran terdakwa menyebarkan foto ayuk ke sosial media karena 
sakit hati putus dengan Ayuk hingga akhirnya foto bugil itu tersebar 
ke media.  
4. Saksi Limausiine Limaran Alias Lili Binti Baroso dibawah sumpah 
padapokoknya menerangkan sebagai berikut :
9
 
Limausiine Limaran dihadapkan ke persidanganan ini karena 
adanya foto telanjang milik teman saksi Ayu yang telah disebarkan 
melalui media sosial twiiter yang di follow oleh akun @ayusuryaan. 
                                                          
8
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
9
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
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Limausiine Limaran adalah merupakan salah satu saksi yang 
mempunyai akun twitter, dimana saksi merupakan salah satu follower 
dari akun @ayusuryaan tersebut. Saksi mengetahui foto Ayuk dengan 
keadaan telanjang yang berjumlah kira-kira 12 foto telanjang Ayuk 
yang di unggah dengan memakai nama akun Ayu dan setahu saksi 
ada lebih dari satu akun yang ada tapi gambarnya sama. 
 Limausiine Limaran mengetahui adanya foto tersebut pada tahun 
2017, selanjutnya saksi konformasi kepada saksi Ayu dan mengakui 
bahwa foto tersebut merupakan fotonya dan yang diduga 
menyebarkan adalah terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi 
Ayu, lalu saksi Ayu melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.  
Limausiine Limaran juga mengetahui bahwa Ayu diancam oleh 
Terdakwa untuk dimintai foto telanjang dan dikirim kepada 
Terdakwa. Apabila tidak dikasih atau dikirim Terdakwa mengancam 
Ayu dan mengatakan kepada keluarga, saudara, bahkan teman Ayu 
bahwa Ayu dan Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya 
suami Istri. 
D. Pertimbangan Hakim 
Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan 
tunggal yaitu melanggar pasal 45 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang 
perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 
elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
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1. Unsur setiap orang 
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Infomasi 
Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan. 
Bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
1) Unsur setiap orang 
unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur 
barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP 
yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi 
Natuurlijke Persoon selaku pendukung hak dan kewajiban, dalam 
perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan adalah 
Danang Edo Prakoso Alias Empleng Bin Sukarno, dan tedakwa telah 
membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan 
penuntut umum adalah identitasnya. Selama persidangan terdakwa 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu 
menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap 
melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas perbuatannya tersebut apabila terbukti melakukan tindak pidana 
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yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, Majelis 
Hakim menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.10 
2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Infomasi 
Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan. 
Dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
dimaksud dengan “ mendistribusikan “ adalah mengirimkan dan/atau 
menyebarkan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik 
kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik, 
yang dimaksud dengan “ mentransmisikan “ adalah mengirimkan 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan 
kepada satu pihak lain melalui system elektronik, sedangkan yang 
dimaksud dengan “ membuat dapat diakses “ adalah semua perbuatan 
lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system 
elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik dapa diketahui pihak lain atau publik.
11
  
                                                          
10
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
11
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
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Pengertian ” tanpa hak ” adalah terdakwa tidak memiliki kapasitas 
untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut, dalam perkara ini 
terkait dengan obyek dalam informasi elektronik tersebut 
mengandung muatan dalam bentuk kesusilaan yang dilarang untuk 
diedarkan, sedangkan yang dimaksud ” dengan sengaja adalah 
menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta 
akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan 
sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ 
atau akibatnya. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa 
berpacaran dengan Ayuk Suryaningsih sejak tahun 2013 dan selama 
berpacaran keduanya telah melakukan hubungan suami istri, dimana 
Ayuk Suryaningsih pernah membuat foto telanjang dengan 
handphone miliknya lalu dikirim ke handphpone terdakwa melalui 
bluetooth selanjutnya pada tahun 2014 hubungan antara terdakwa dan 
Ayuk Suryaningsih berakhir dan membuat terdakwa sakit hati lalu 
terdakwa mengancam kalau Ayuk Suryaningsih tidak mau berpacaran 
kembali dengan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto 
telanjang milik Ayu Suryaningsih dengan membuat akun twiter 
@ayusuryanings20 melalui handphone Blackberry Gemini 
enggunakan email milik Ayuk Suryaningsih yaitu ayu-
zuea@yahoo.com lalu terdakwa mengunggah foto-foto telanjang 
Ayuk Suryaningsih secara bertahap sebanyak kira-kira 3 ( tiga ) kali 
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dan semuanya ada 8 ( delapan ) foto yang diunggah terdakwa 
selanjutnya atas ancaman terdakwa tersebut Ayuk Suryaningsih tetap 
menolak kembali berpacaran dengan terdakwa.  
Oleh karena itu Ayuk Suryaningsih merasa dirugikan dan telah 
dipermalukan serta menimbulkan trauma yang mendalam sekaligus 
dampak sosiologis pada korban dan terdakwa terbukti melakukan 
tindak pidana  dan Majelis hakim menyatakan unsur “dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dokumen” telah terpenuhi.12 
E. Amar Putusan  
Suatu proses pemeriksaan diakhiri denga suatu putusan akhir atau 
vonis. Putusan Pengadilan menurut pasal 1 ayat 11 KUHAP adalah 
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.
13
 
Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-
                                                          
12
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg 
 
13
 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2016), hlm. 115. 
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Undangan lain yang bersangkutan. Berikut adalah isi amar putusan No. 
214 /PID.SUS/2017/PN.Krg.
14
 
Dengan ini hakim memutus dan menyatakan bahwa Terdakwa 
Danang Edo Prakoso Alias Empleng Bin Sukarno tersebut diatas, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya 
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan dan pidana denda 
sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan ketentuan apabila 
pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 3 ( tiga) bulan. 
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan 
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO 
tipe A37F, warna gold kombinasi putih dengan IMEI 1 : 
864877036923098 dan IMEI 2 : 864877036923080 dengan nomor simcard 
1 : 085737033689 dan simcard 2: 085740511019 dengan akun : 
tinaferawati03792@gmail.com dengan password : tina123456, 1 (satu) 
potong sprei kasur warna merah muda dengan motif anggry bird dengan 
ukuran + 180cm X + 120cm, 1(satu) potong selendang pasmina warna 
                                                          
14
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
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merah muda dengan motif garis garis putih dengan panjang + 1,5 meter ; 
Dikembalikan kepada saksi Tina Ferawati Als Tina Binti Pupon Haryanto 
24 (dua puluh empat) lembar screenshot diambil dari HP Sdri. Tina 
Ferawati. 
Terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) unit handphone blackberry 
tipe 9320 warna putih kombinasi hitam dengan IMEI : 353834058797940 
PIN BB 2A9A5C42 dengan Nomor HP : 082226107621 beserta mmc 
ukuran 2GB warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI REDMI 
tipe Note 4 warna hitam kombinasi abu-abu dengan IMEI 1 : 
864765036577800 dan IMEI 2 : 864765036577818 dengan Sim Card 
Simpati Nomor : 081249162007 dan Sim Card Smartfren. 
Dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk 
samsung tipe J7Prime warna Gold dengan IMEI : 354462088069095 dan 
354463088069093 dengan nomor simcard : 085848308043, Dikembalikan 
kepada saksi Limausine Limaran Binti Baroso: Membebankan kepada 
terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- ( dua ribu lima 
ratus rupiah ). 
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 
2018, oleh kami Muhammad Nafis, SH., sebagai Hakim Ketua, Sri 
Haryanto, SH., dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.M.Kn., masing-masing 
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Hakim Ketua 
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dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Sriyanto, 
SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri 
oleh Anon Prihatno, SH.M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa. 
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BAB IV 
ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA 
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KONSEP 
KEADILAN ISLAM 
A. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memberikan 
Putusan No. 214/Pid.Sus/2017/PN. Krg. Tentang Tindak Pidana 
Pornografi Melalui Media Sosial 
Pada prinsipnya ada dua bentuk pekerjaan hakim dalam 
menjatuhkan putusan, yang pertama adalah membuat pertimbangan 
berdasarkan logika penalaran hukum mengenai terbukti dan tidaknya 
perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepadanya, dan jika terdakwa 
terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang 
didakwakan oleh penuntut umum, maka tugas hakim selanjutnya adalah 
menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa dengan cara memilih nilai pidana dalam rentang batas terendah 
sampai dengan batas tertinggi yang diancamkan oleh pasal yang dianggap 
terbukti.
1
 
Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, majelis hakim akan 
mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terbukti di persidangan, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: 
                                                          
1
 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hukum Sebuah 
Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta, 
2013), hlm. 100. 
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“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”2 
Dalam pasal 183 KUHAP juga dijelaskan bahwa hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang apabila sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.
3
Sementara pada pasal 184 dijelaskan bahwa alat bukti 
yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa.
4
 
Dalam perkara tindak pidana pornografi melalui mendia sosial No. 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg yang dilakukan terdakwa DANANG EDO 
PRAKOSO Alias EMPLENG BIN SUKARNO terhadap korbanAyuk 
Suryanigsih, penuntut umum mengajukan alat bukti yang sah yaitu 
keterangan-keterangan saksi dariAyuk Suryanigsih Binti Pupon Haryanto, 
Tina Ferawati Als Tina Binti Pupon Haryanto,Meidina Sulistyanto Als 
Ana Bin Wartono, Limausiine Limaran Als Lili Binti Baroso, kemudian 
keterangan terdakwa, dan alat bukti (satu) unit handphone dan 24 gambar 
foto telanjang Ayuk Suryaningsih. Setelah majelis hakim menghubungkan 
dan menyesuaikan antara satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut dan 
dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum. 
                                                          
2
 Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm 312 
 
3
Ibid, hlm. 306. 
 
4
Ibid,. 
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Setelah memperoleh fakta-fakta hukum, hakim mempertimbangkan 
apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang telah 
didakwakan penuntut umum. Hal tersebut untuk  membuktikan apakah 
terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang 
didakwakan penuntut umum. 
Setelah majelis hakim mempertimbangkan bahwa fakta-fakta 
hukumnya memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan penuntut umum 
maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pornografi melalui media 
sosial yang mengakibatkan merusak moral dan merugikan korban 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal Pasal 45 ayat 
(1) UUNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 
2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronikyang berbunyi: 
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”5 
Setelah terdakwa terbukti bersalah kemudian tugas hakim adalah 
menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga harus memperhatikan 
mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang 
memberatkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f 
KUHAP yang berbunyi: 
                                                          
5
 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Elektronik Dan Transaksi Elektronik 
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“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 
atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa”6 
Dua hal tersebut yaitu keadaan-keadaan yang meringankan dan 
keadaan-keadaan yang memberatkan,  memang dapat menjadi acuan untuk 
menentukan tinggi rendahnya hukuman walaupun itu tetap tidak bisa 
menjadi patokan mutlak mengenai nilai pemidanaan artinya hakim akan 
tetap mempertimbangkan dua hal tersebut namun ukuran berat dan ringan 
yang dituangkan dalam bentuk nilai pidana akan menjadi standar penilaian 
masing-masing hakim secara bebas, kecuali dalam hal penjatuhan pidana 
minimal dan pidana maksimal, maka keadaan yang memberatkan dan 
keadaan yang meringankan akan sangat menentukan.
7
 
Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang 
memberatkan terdakwa adalah perbuatannya yang menyebabkan merusak 
moral orang. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa juga 
bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya. 
                                                          
6
 Hamzah, KUHP & KUHAP…,  hlm 312. 
 
7
 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hukum Sebuah 
Instrumen…, hlm. 102 
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Setelah hakim mempertimbangkan semuanya diantaranya fakta-
fakta hukum yang ada kemudian juga mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Majelis hakim 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5000.000 (lima juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar atau 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim 
sudah tepat.Memang putusan tersebut terbilang ringan namun hal tersebut 
juga dikarenakan tuntutan penuntut umum yang sudah ringan kemudian 
putusan tersebut juga sudah memuat pertimbangan-pertimbangan hakim 
secara terperinci sampai keadaan-keadaan yang meringankan yang 
menjadikan putusan hakim ringan dan hal-hal tersebut telah tertulis jelas 
dalam putusan. Salah satunya adalah tentang bahwa terdakwa belum 
pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada 
korban Ayuk Suryanigsih. 
Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang hukuman 
yang diberikan kepada terdakwa dimana hukuman yang diberikan 
terdakwa tidak diberikan degan hukuman maksimal. Tetapi akan lebih 
baik apakah hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah setimpal 
dengan perbuatang yang merugikan sehingga merusak moral dan psikologi 
sehingga merugikan kepada si korban. Jadi seharusnya hakim lebih 
memfokuskan terhadap tindakan merusak moral tersebut. Perbuatan yang 
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dilakukan oleh terdakwa adalah yang pertamakali dilakukan dan belum 
pernah dihukum dan terdakwa sudah melakukan perminta maaf terhadap 
korbantersebut menjadi salah satu keadaan yang meringankan terdakwa. 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Hakim akan 
mempertimbangkan perbuatan terdakwa dimana terdakwa belum pernah 
dihukum, terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang 
perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa meminta maaf kepada korban 
dan keluarga korban. Dasar hukum bagi hakim mempertimbangkan hal 
semacam ini tidak ada aturan tertulisnya. Namun hal ini berkaitan dengan 
keyakinan hakim. Hakim akan mempertimbangan segala sesuatu yang 
terbukti di persidangan kemudian hakim akan menggunakan keyakinannya 
dalam memutus suatu perkara sesuai dengan fakta-fakta dalam 
persidangan. Sehinnga Hakim akan mempertimbangkan pemberian 
santunan tersebut sebagai bentuk perhatian terdakwa terhadap keluarga 
korban dan untuk mencapai kesepakatan damai dengan keluarga korban. 
B. Tinjauan Konsep Keadilan Islam Terhadap Tindak Pidana 
Pornografi Melalui Media Sosial. 
Keadilan dapat dimaknai dengan tindakan atau perlakukan yang 
seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah 
dan tidak menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-
konsekuensi tertentu. Secara terminologi keadilan adalah tindakan, 
keputusan, perlakuan, dan sebagainya. yang adil, meliputi hal-hal sebagai: 
95 
 
 
 
1. Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya. 
Dalam tindakan tersebut hakim telah mengutus sesuai dengan apa 
yang dipertimbangkan dalam persidangan bahwa terdakwa telah diberi 
hukuman sesuai dalam pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
Danang Edo Prakoso Alias Empleng Bin Sukarno berupa pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama 
Terdakwa berada dalam tahanan dandengan perintah terdakwa tetap 
ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 
subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan. Sedangkan dalam pasal 
tersebut disebut maksimal hukuman dengan penjara selama 6 tahun 
dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan hakim hanya memberi 
hukuman selama 1 tahun empat bulan dan denda 5 juta. Oleh karena 
itu hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah 
dilakukan oleh terdakwa yang telah merusak psikologis dan moral bagi 
korban. Bahkan hukuman yang dijatuhan rendah sekali sehingga tidak 
ada setengah dari hukuman yang di atur dalam Undang-undang ITE 
dalam pasal 45 ayat 1 dan tidak wajar. 
Jadi hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa belum 
sewajarnya dan menguragi dari pada yang sewajarnya, meskipun 
dikurangi tetapi masih melebihi batas wajar atas dasar perbuatan yang 
dilakukannya dan keterangan para saksi dan berdasarkan bukti-bukti 
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yang ada dipersidangan dengan unsur-unsur perbuatannya sehingga 
hukuman yang diberikan belum sesuai dengan perbuatannya. 
2. Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah. 
Dalam memberikan putusan hakim juga mempertimbangkan 
beberapa hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa, bahwa 
untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa : 
a. Keadaan yang memberatkan : pertama perbuatan terdakwa 
merusak moral masyarakat, kedua perbuatan terdakwa merugikan 
saksi Ayuk Suryaningsih Binti Pupon Haryanto 
b. Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, 
Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, 
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya 
Oleh karena itu, hukuman yang diberikan pada dasarnya sudah 
tepat dan adil dengan keteragan hukum yang digunakan. Maka tidak 
memihak salah satu pihak. 
3. Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan. 
Sesuai kamampuan disini artinya bahwa terdakwa mampu 
menjalani hukuman sesuai dengan keputusan hakim dan dalam 
persidangan telah dihadapkan TerdakwaDanang Edo Prakoso Alias 
Empleng Bin Sukarno, dalam keadaan sehatjasmani dan rohani, 
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mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya serta 
cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat 
dimintaipertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut yaitu dengan 
hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan  denda 5 
(lima) juta rupiah. 
Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhal-
hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebaga 
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa 
harusmempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab,maka harus 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap 
terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka 
masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena terdakwa 
ditahan dan penahananterhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 
maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
4. Berpihak atau berpegang kepada kebenaran. 
Tujuan berlaku adil dikaitkan dengan taqwa (ketakwaan). Dimana 
sudah di jelaskan di dalam  Q.S. al-Maidah: 8. Dalam ayat ini orang-
orang Mukmin bahkan diingatkan untuk tetap teguh menegakkan 
keadilan dan mereka sama sekali tidak bolehberbuat curang meski 
terhadap orang-orang yang mereka benci. Dalam ayat yang lain Q.S. 
an-Nisa’: 135 dan al-An’am: 152 dikatakan bahwa keadilan mesti 
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ditegakkan walaupun terhadap dirisendiri atau keluarga dekat 
sekalipun. Artinya, kecintaan dan kebencian tidak boleh 
mempengaruhiseseorang untuk berbuat curang atau bertindak tidak 
adil. Ini menunjukkan keadilan itu memilikikemerdekaan tersendiri. 
Seorang penegak keadilan mesti terbebas dari kepentingan pribadi 
ataugolongan, dari kebencian dan sentimen pribadi.
8
 
Dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa, hakim telah 
memebela kebenaran yang mana terdakwa terbukti bersalah dan 
korban berhak medapatkan keadilan atas apa yang dilakukan oleh 
terdakwa dan diberikan hukuman sesuai dengan prosedur hukum yang 
berlaku. 
5. Tidak sewenang-wenang. 
Dalam memutuskan putusan yang diberikan kepada terdakwa 
hakim tidak sewenang-wenangnya dalam memutus. Oleh karena itu 
banyak pertimbangan-pertimbangan hakim atas perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa dalam menjatuhkan hukumannya.  
Dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman  atas dasar 
mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya yaitu: keterangan-
keterangandiberikan saksi dari Ayuk Suryanigsih Binti Pupon 
Haryanto, Tina Ferawati Als Tina Binti Pupon Haryanto, Meidina 
Sulistyanto Als Ana Bin Wartono, Limausiine Limaran Als Lili Binti 
Baroso, kemudian keterangan terdakwa, dan alat bukti (satu) unit 
                                                          
8
 Nurdin,  Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat, Jurnal Media 
Syariah, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry),Vol. Xiii No. 1, 2011, hlm.123 
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handphone dan 24 gambar foto telanjang Ayuk Suryaningsih. Setelah 
majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara satu dengan 
yang lain bukti-bukti tersebut dan dinilai cukup kebenarannya maka 
diperoleh adanya fakta-fakta hukum. Setelah memperoleh fakta-fakta 
hukum, hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut 
memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan penuntut umum. 
Hal tersebut untuk  membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak 
melakukan perbuatan seperti yang didakwakan penuntut umum. 
Hakikat yang terkandung dalam konsep keadilan Islam dapat kita 
lihat dalam kasus ini, yang mana terdakwa dan keluarganya sudah 
meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulai perbuatannya lagi. Dan hakim sudah memberikan hukuman yang 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan pihak keluarga 
dan korban juga sudah mengikhlaskan kejadian tersebut karna kejadian 
tersebut juga sudah terlanjur terjadi dan menyadarkan kepada korban dan 
terdakwa bahwa perbutannya tersebut tidak semestinya terjadi dan 
dilakukan sehingga dapat merusak moral bagi masyarakat. Hal itu 
merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban atau keluarganya 
secara langsung. Selain itu dengan adanya pemberian pemeberian 
hukuman kepada terdakwa dan permintaan maaf yang dilakukan oleh 
terdakwa kepada korban dan keluarga tercapailah suatu perdamaian karena 
terdakwa sudah mejalankan hukuman yang selayaknya dilakukan. Dalam 
konsep keadilan ini tidak hanya memikirkan tentang keadilan dalam 
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pemberian hukuman kepada terdakwa, namun juga memperhatikan hak-
hak korban dan memberika kenyamanan terhadap hak korban. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis tinjauan konsep keadilan Islam terhadap tindak 
pidana pornografi melalui media sosial (studi putusan No: 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg) yang telah diuraikan panjang lebar secara 
obyektif dan ilmiah, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Dalam putusan di atas terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal 
yaitu di ancam pidana Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas dasar pertimbangan 
hakim yang meringankan terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya 
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum 
pernah dihukum, dan terdakwa juga bersikap sopan dan mengakui 
terus terang perbuatannya yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 
tahun dan 4 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.  
2. Dalam hukum Islam perkara tindak pidana pornografi melui media 
sosial jika ditinjau menggunakan konsep keadilan Islam maka 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara No: 
214/Pid.Sus/2017/PN.Krg) diamana konsep keadilan Islam yang 
digunakan diantaranya ada 5 aspek yaitu sebagai berikut: pertama tidak 
melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya, kedua tidak 
memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah, ketiga sesuai 
dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan, keempat berpihak atau 
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berpegang kepada kebenaran, kemudian terakhir kelima tidak 
sewenang-wenang. Dari kelima aspek tersebut ada beberapa aspek 
yang memang sudah sesuai dengan konsep keadilan diantaranya aspek 
kedua, ketiga, keempat, kelima. Tetapi pada penjelasan aspek yang 
pertama masih belum sesuai diamana hakim memutus dengan 
mengurangi hukuman dari pada sewajarnya. Dimana hukuman yang 
dijatuhkan masih dibawah setengah hukuman yang diatur dalam pasal 
45 ayat 1 tetang UU ITE.  Jadi kelima aspek yang digunakan hakim 
untuk memutus dan mempertimbangan hakim belum sesuai dengan 
konsep keadilan Islam terutama pada aspek yang pertama. 
B. Saran  
Adapun saran yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga 
bermanfaat sebagai masukan di antaranya: 
1. Peraturan perundang-undangan hukum pidana harus mengatur 
mengenai hak-hak bagi perempuan sebagai korban pornografi. 
Perempuan korban pornografi harus diberikan hak untuk menuntut 
pihak-pihak pelaku industri pornografi.  
2. Pemerintah harus jeli terhadap tindak pidana pornografi karena 
perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan, untuk itu 
aparat penegak hukum, hakim dan polisi harus tegas dalam mengambil 
keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 
pornografi.  
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3. Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk 
mencegah berbagai macam tindak pidana pornografi. 
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P U  T  U  S  A  N
Nomor 214 /PID.SUS/2017/PN.Krg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri  Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan
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putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
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SUKARNO ;
Tempat lahir : Karanganyar ; 
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Jenis kelamin : Laki-laki ; 
Kebangsaan : Indonesia ; 
Tempat tinggal : Dukuh  Botok  RT.03/RW.01  Kelurahan  Botok
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ;
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Pekerjaan : Mahasiswa  ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh
: 
1. Penyidik  sejak  tanggal   11  Oktober  2017  sampai  dengan   tanggal  30
Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum  sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai
dengan tanggal 19 November 2017 ;
3. Perpanjangan  oleh  Penuntut  Umum   sejak  tanggal  20  November 2017
sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
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Desember 2017 ;
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sendiri di persidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Karanganyar,  Nomor
214/Pid.Sus/2017/PN.  Krg.  tanggal  21  Desember  2017  tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; 
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hak  mendistribusikan  dokumen  elektronik  yang  melanggar  kesusilaan,”
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3) 1(satu) potong selendang pasmina warna merah muda dengan motif garis
garis putih dengan panjang + 1,5 meter ;
Dikembalikan kepada saksi Tina Ferawati ; 
4) 24  (dua  puluh  empat)  lembar  screenshot  diambil  dari  HP Sdri.  TINA
FERAWATI ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5) 1 (satu) unit handphone blackberry tipe 9320 warna putih kombinasi hitam
dengan IMEI : 353834058797940 PIN BB 2A9A5C42 dengan Nomor HP :
082226107621 beserta mmc ukuran 2GB warna Hitam ;
6) 1 (satu)  unit  handphone merk XIOMI REDMI tipe Note 4 warna hitam
kombinasi  abu-abu  dengan  IMEI  1  :  864765036577800  dan  IMEI  2  :
864765036577818 dengan Sim Card Simpati Nomor : 081249162007 dan
Sim Card Smartfren ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ; 
7) 1 (satu) unit handphone  merk samsung tipe J7Prime warna Gold dengan
IMEI : 354462088069095 dan 354463088069093 dengan nomor simcard :
085848308043 ;
Dikembalikan kepada saksi Limausine Limaran ; 
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
Setelah  mendengar permohonan  terdakwa  yang  pada  pokoknya
memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya telah
membuat malu korban dan keluarganya dan berjanji tidak akan mengula gi lagi,
terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan kuliahnya ;
Setelah  mendengar  tanggapan Penuntut  Umum secara  lisan terhadap
permohonan  terdakwa  yang  pada  pokoknya  sebagai  berikut  tetap  pada
tuntutannya ;
Setelah  mendengar  tanggapan  Terdakwa  secara  lisan  terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa  diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Bahwa terdakwa DANANG EDO PRAKOSO alias EMPLENG BIN SUKARNO
pada tanggal 22 dan 24 Mei 2016 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu
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pada bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016
di rumah terdakwa Dukuh Botok RT. 03 / RW. 01, Kel. Botok, Kec. Kerjo, Kab.
Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Karanganyar,  yang  dengan  sengaja  dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki
muatan yang melanggar  kesusilaan,  yakni  dilakukan dengan perbuatan atau
cara-cara antara lain sebagai berikut :
 Ketika hubungan  pacaran  terdakwa  dengan  saksi  Ayuk  Suryaningsih
renggang, terdakwa merasa jengkel dan sakit hati,  kemudian terdakwa
yang sebelumnya telah memiliki foto-foto saksi Ayuk Suryaningsih yang
dalam keadaan telanjang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi
Ayuk Suryaningsih atau yang tidak memiliki hak telah mengunggah atau
mengupload foto-foto tersebut ke dalam media sosial twitter ;
 Bahwa  terdakwa  mengunggah  atau  mengupload  foto-foto  saksi  Ayuk
Suryaningsih yang dalam keadaan telanjang dilakukan dengan cara :
- Pada  awalnya  terdakwa  membuat  akun  twitter  atas  nama  “AYUK
SURYANINGSIH” dengan menggunakan alat atau sarana hand phone
Blackberry Gemini membuka aplikasi twitter, kemudian klik pengguna
baru, lalu men isi email dengan menggunakan email milik saksi Ayuk
Suryaningsih  yaitu  “ayu-zuea@yahoo.com”,  dan  untuk  nama
pengguna  terdakwa  ketik  “AyuSuryanings20”  sedangkan
passwordnya terdakwa ketik “suryaningsih” lalu konfirmasi password,
lalu klik daftar, sampai tahap ini akun twitter sudah jadi ;
- Kemudian  terdakwa  mengikuti  akun  twitter  orang  lain,  setelah  itu
terdakwa  mengisi  gambar  background  dengan  foto  terdakwa
berpelukan  dengan  saksi  Ayuk  Suryaningsih,  selanjutnya  terdakwa
mengunggah  atau  mengupload  foto-foto  saksi  Ayuk  Suryaningsih
yang dalam keadaan telanjang yang terdapat di hand phone terdakwa
sebanyak kurang lebih 8 foto ;
  Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengunggah atau mengupload foto-
foto saksi Ayuk Suryaningsih yang dalam keadaan telanjang ke dalam
akun  twitter  “AyuSuryanings20”  yang  di  setting  terbuka  sehingga
postingan  tweetnya  dapat  dilihat  semua  orang  yang  mengakses  baik
yang  mengikuti  atau  tidak  mengikuti  akun  twitter  “AyuSuryanings20”,
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diantaranya  akun  twitter  “AyuSuryanings20”  telah  diakses  oleh  saksi
Ayuk Suryaningsih,  saksi Tina Ferawati,  saksi  Limausiine Limaran dan
saksi Meidiana Sulistyanto ;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 1 UU No.
19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik ;
Menimbang,  terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum,  terdakwa  tidak
mengajukan keberatan  ;
Menimbang, bahwa    untuk   membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : 
1. Saksi   Ayuk  Suryaningsih  Binti  Pupon  Haryanto dibawah  sumpah  pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa,  saksi  dihadapkan  ke  persidangan  ini  akan  memberikan
keterangan mengenai masalah seseorang yang telah menyebarkan foto
bugil dan yang menjadi obyek foto adalah saksi ;
- Bahwa, berawal pada tahun 2013 saksi berkenalan dengan terdakwa
dan melanjutkan hubungan sebagai kekasih, dalam hubungan tersebut
saksi sudah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa, saksi menjalani hubungan pacaran putus nyambung dan sejak
tahun 2014 saksi dan terdakwa resmi putus ;
- Bahwa, foto bugil saksi beredar sejak tahun 2014 dan hal tersebut saksi
ketahui  dari kakak kandung saksi yang bernama saksi Tina Ferawati
selanjutnya kakak saksi bersama suaminya mendatangi terdakwa dan
meminta  agar  twiter  mengenai  foto  bugil  tersebut  dihapus  namun
terdakwa tidak menanggapinya dan hanya tersenyum saja kemudian
karena sampai 3 ( tiga ) hari terdakwa tidak mau menghapus lalu saksi
melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa, foto  bugil  saksi disebarkan melalui  media sosial,  instagram,
dan twiter ;
- Bahwa, foto bugil  tersebut bisa ada karena saksi memfoto sendiri  di
tempat kost Gonilan dekat Univesitas Muhammadyah Surakarta sekitar
tahun  2013  lalu  dikirim  melalui  HP  Blakberry  saksi  ke  handphone
terdakwa melalui Bluetooth ; 
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- Bahwa, saksi mengirim foto telanjang tersebut kepada terdakwa karena
terdakwa mengancam akan mengatakan kepada keluarga dan teman-
teman  saksi  kalau  saksi  dan  terdakwa  sudah  melakukah  hubungan
layaknya suami istri ;
- Bahwa, dengan adanya kejadian ini keluarga terdakwa sudah meminta
maaf dan saksi  sudah memaafkan tetapi  sebagai  wanita  saksi  tidak
bisa memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa, saksi  pernah melihat  12 (  dua belas )  foto yang disebarkan
terdakwa dan benar foto tersebut adalah saksi ;
- Bahwa,  setahu  saksi  yang  membuat  akun  pada  media  sosial  dan
dipergunakan untuk memuat foto saksi adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa, setelah nanti terdakwa selesai menjalani hukuman, saksi tidak
mau dinikahi oleh terdakwa dan sudah cukup hubungan saksi dengan
terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti berupa sprei dan pashmina adalah milik saksi ;
Terhadap keterangan saksi,  T rdakwa memberikan pendapat keberatan
dan  ada  yang  tidak  benar,  yaitu   terdakwa  tidak  mengancam  saksi  untuk
meminta foto telanjang tersebut karena saat itu saksi masih pacar terdakwa ;
2. Saksi Tina Ferawati Als Tina Binti Pupon Haryanto dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa,  saksi  dihadapkan  ke  persidangan  ini  sehubungan  dengan
masalah foto telanjang adik kandung saksi yang telah merusak nama
baik keluarga saksi ;
- Bahwa,  saksi  mengetahui  adanya foto telanjang tersebut  dari  media
sosial twiter, facebook, dan instagram sekitar September 2017 kurang
lebih ada 12 ( dua belas ) sampai 15 ( lima belas ) foto telanjang saksi
Ayu  selain  itu  ada sebuah foto  anak saksi  selanjutnya  foto  tersebut
saksi  konfirmasi  ke  adik  saksi  yang  selanjutnya  membenarkan  foto
tersebut miliknya dan pernah diminta oleh terdakwa yang merupakan
mantan pacar adik saksi lalu saksi bersama suami mendatangi rumah
terdakwa untuk meminta agar foto tersebut dihapus namun terdakwa
hanya tersenyum saja ;
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- Bahwa, dengan adanya kejadian ini keluarga saksi malu dan terpukul
bahkan bapak dan ibu saksi tidak akan menerima ayu dalam keluarga,
selain itu bapak tidak mau keluar rumah karena malu dengan tetangga ;
- Bahwa,  adik  saksi  dan  saksi  masih  tinggal  bersama  orang  tua  di
Sragen namun sejak 8 ( delapan ) bulan lalu adik saksi tinggal di Sanur
Bali bersama Bapak dan Ibu saksi ;
- Bahwa, menurut pengakuan adik saksi, foto tersebut diambil  memakai
handphone  blackberry  seri  Gemini  warna  putih  hitam dan  sekarang
handphone tersebut sudah dijual ;
- Bahwa,  saksi  tidak  mengetahui  apakah  terdakwa  dan  keluarganya
pernah meminta maaf kepada keluarga saksi ;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa sprei dan foto telanjang
milik adik saksi ;
Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa memberikan  pendapat  tidak
keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi  Meidina  Sulistyanto  Als  Ana  Bin  Wartono  dibawah  sumpah  pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa,  saksi  dihadapkan  ke  persidangan  ini  sehubungan  dengan
masalah  foto  telanjang  adik  ipar  saksi  yaitu  saksi  Ayuk  yang  telah
disebarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi Ayuk pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya pernah
diancam  oleh  terdakwa  agar  mengirim  foto  telanjang  miliknya  ke
handphone terdakwa jika tidak terdakwa akan memberitahukan kalau
saksi Ayuk dan terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami
istri  lalu  saksi  Ayuk  terpaksa  mengirimkan  foto  tersebut  kepada
terdakwa ;
- Bahwa,  terdakwa  kemudian  menyebarkan  foto  telanjang  saksi  Ayuk
karena sakit hati  putus dengan saksi Ayuk dan foto telanjang tersebut
sudah dilihat  oleh banyak orang ;
Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa memberikan  pendapat  tidak
keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi  Limausiine  Limaran  Als  Lili  Binti  Baroso  dibawah  sumpah  pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
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- Bahwa,  saksi  dihadapkan ke persidanganan ini  karena adanya foto
telanjang milik teman saksi Ayu yang telah disebarkan melalui media
sosial twiiter yang di follow oleh akun @ayusuryaan ;
- Bahwa,  saksi  mengetahui  adanya  foto  tersebut  pada  tahun  2017
selanjutnya saksi konformasi kepada saksi Ayu dan mengakui bahwa
foto tersebut merupakan fotonya dan yang diduga menyebarkan adalah
terdakwa   yang  merupakan  mantan  pacar  saksi  Ayu  lalu  saksi  Ayu
melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa,  menurut  pengakuan  saksi  Ayu,  ia  diancam kalau tidak  mau
dimintai  foto  telanjang  karena  saksi  Ayu  dan  terdakwa  sudah
melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa, saksi Ayu dan terdakwa memang pacaran dan putus sambung
namun sejak tahun 2014 benar-benar sudah putus ;
- Bahwa,  saksi  pernah  melihat  kira-kira  ada  12  (  dua  belas  )  foto
telanjang saksi Ayu, yang membuat akun foto adalah terdakwa dengan
memakai nama akun  Ayu dan setahu saksi ada lebih dari satu akun
tapi gambarnya sama ;
- Bahwa, akibat  kejadian tersebut  saksi  Ayu merasa malu dan sangat
terpukul;
- Bahwa,  saksi  mengenali  barang  bukti  berupa  handphone  yang
merupakan milik saksi ;
Terhadap keterangan saksi,  Terdakwa memberikan pendapat keberatan
dan ada yang tidak benar yaitu  terdakwa hanya membuat satu akun bernama
Ayu Suryaning 20 ;
Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan   Ahli  sebagai
berikut : 
1. Ahli Drs. Bambang Sugito Bin ( Alm ) Suwarso dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, ahli bertugas sebagai pengelolaan persandian dan keamanan
jaringan, pengelolaan system informasi manajeman dan pengelolaan E-
Government  berdasarkan  SK  Bupati  Nomor  821.2/917  tahun  2016
tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil
dalam  jabatan  administrator  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Karanganyar ;
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- Bahwa,  ahli  dihadapkan  ke  persidangan  ini  untuk  memberikan
keterangan mengenai adanya penyebaran foto asusila ;
- Bahwa,   informasi  elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data
elektronik  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,
rancangan, foto elektronik, data interchange ( EDI ) , surat elektronik,
telegram, teleks,  telecopy atau sejenisnya,  huruf,  tanda angka,  kode
akses, symbol atau perforasi yang telah diolah  yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami ;
- Bahwa,  dokumen  elektronik  adalah  setiap  informasi  elektronik  yang
dibuat  diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau  disimpan dalam  bentuk
analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal  atau  sejenisnya  yang  dapat
dilihat,  ditampilkan  dan/atau  didengar  melalui  computer  atau  system
elektronik ;
- Bahwa, penyebar atau pengunggah foto telanjang melanggar Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi
elektronik ;
- Bahwa, dalam perkara ini yang disebut sebagai pelaku adalah orang
yang membuat akun sehingga orang tersebut dapat menambah atau
mengurangi konten akun tersebut ;
- Bahwa, dalam perkara ini  apabila  yang membuat akun adalah saksi
Ayu  Suryaningsih  tersebut  maka sebagai  korban adalah masyarakat
yang  dapat  mengakses  akun-akun  tersebut  namun  apabila  yang
membuat akun bukan saksi Ayu Suryaningsih maka ia yang menjadi
korban ;
- Bahwa, akun media sosial  twiter @ ayusryaan, @ ayu suryanings20
dan @ ayu suryaan bisa dilihat semua orang yang telah diikuti oleh 302
akun,  serta  termasuk  akun  yang  tidak  boleh  disebarkan  karena
melanggar  pasal  45  ayat  (1)  UURI  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
perubahan  atas  UURI  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi
transaksi elektronika ;
2. Ahli  Agus  Rhomadoni,  S.Kom  Bin  Ali  Imron  dibawah  sumpah  pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, dalam perkara ini ahli akan memberikan keterangan mengenai
penyebaran foto atau gambar asusila ;
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- Bahwa, ahli bertugas sebagai pengelolaan persandian dan keamanan
jaringan, pengelolaan system informasi manajemen dan pengelolaan E-
Government   dalam  jabatan  administrator  di  lingkungan  pemerintah
Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa,  informasi  elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data
elektronik  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,
rancangan, foto elektronik, data interchange ( EDI ) , surat elektronik,
telegram, teleks,  telecopy atau sejenisnya,  huruf,  tanda angka,  kode
akses, symbol atau perforasi yang telah diolah  yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami ;
- Bahwa,  dokumen  elektronik  adalah  setiap  informasi  elektronik  yang
dibuat  diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau  disimpan  dalam  bentuk
analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal  atau  sejenisnya  yang  dapat
dilihat,  ditampilkan  dan/atau  didengar  melalui  computer  atau  system
elektronik ;
- Bahwa, Bahwa, penyebar atau pengunggah foto telanjang melanggar
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik ;
- Bahwa, dalam perkara ini yang disebut sebagai pelaku adalah orang
yang membuat akun sehingga orang tersebut dapat menambah atau
mengurangi konten akun tersebut ;
- Bahwa, dalam perkara ini  apabila  yang membuat akun adalah saksi
Ayu  Suryaningsih  tersebut  maka sebagai  korban adalah masyarakat
yang  dapat  mengakses  akun-akun  tersebut  namun  apabila  yang
membuat akun bukan saksi Ayu Suryaningsih maka ia yang menjadi
korban ;
- Bahwa, akun media sosial  twiter @ ayusryaan, @ ayu suryanings20
dan @ ayu suryaan bisa dilihat semua orang yang telah diikuti oleh 302
akun,  serta  termasuk  akun  yang  tidak  boleh  disebarkan  karena
melanggar  pasal  45  ayat  (1)  UURI  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
perubahan  atas  UURI  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi
transaksi elektronika ;
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa,  terdakwa  dihadapkan  ke  persidangan  ini  karena  telah
mengedarkan foto-foto Ayuk Suryaningsih dalam keadaan  telanjang di
media sosial twiter dengan akun @ ayuksuryanings20 ;
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 22 dan 24
Mei 2016 di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Botok RT.03/RW.01
Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi Ayu Suryaningsih sejak agustus
2013 lalu berpacaran namun kemudian putus karena Ayu selingkuh ;
- Bahwa, terdakwa merasa sakit hati karena saksi Ayu punya pacar baru
dan pernah mengatakan pacar barunya kendaraannya mobil sedangkan
terdakwa  hanya  mengendarai  sepeda  motor  sehingga  terdakwa
mengupload foto  telanjang saksi  Ayu  agar  mau kembali  lagi  kepada
terdakwa ;
- Bahwa,  sebelum  mengunggah  foto  saksi  Ayu,  terdakwa  pernah
mengancam akan mengunggah foto-foto telanjangnya kalau tidak mau
balikan lagi dengan terdakwa namun saksi Ayu tetap tidak mau kembali
lagi dengan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa kemudian mengunggah foto saksi Ayu dengan cara
membuat  akun  twiter  @  ayusuryanings20  melalui  handphone
Blackberry  Gemini  lalu  mengklik  pengguna  baru  dan  mengisi  email
dengan  menggunakan  email  milik  saksi  Ayu  Suryaningsih  yaitu  ayu-
zuea@yahoo.com dan untuk nama pengguna akun terdakwa ketik Ayu
Suryanings20 dengan password suryaningsih selanjutnya setelah tahap
membuat  twiter  jadi  terdakwa  lalu  mengikuti  twiter  orang  lain  dan
mengisi gambar background dengan foto terdakwa berpelukan dengan
saksi  Ayu  lalu  terdakwa mengunggah foto  saksi  Ayu  dalam keadaan
telanjang yang ada di handphone terdakwa secara bertahap sebanyak
kira-kira 3 ( tiga ) kali kurang lebih ada 8 ( delapan ) foto  ;
- Bahwa, barang bukti berupa foto-foto saksi Ayu benar yang terdakwa
unggah melalui twiter ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge) ; 
Menimbang, bahwa   Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 
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1) 1 (satu) unit  handphone merk OPPO tipe A37F, warna gold kombinasi
putih dengan IMEI 1 : 864877036923098 dan IMEI 2 : 864877036923080
dengan nomor simcard 1 : 085737033689 dan simcard 2: 085740511019
dengan  akun  :  tinaferawati03792@gmail.com  dengan  password  :
tina123456 ;
2) 1 (satu) potong sprei kasur warna merah muda dengan motif anggry bird
dengan ukuran + 180cm X + 120cm ;
3) 1(satu) potong selendang pasmina warna merah muda dengan motif garis
garis putih dengan panjang + 1,5 meter ;
4) 24  (dua  puluh  empat)  lembar  screenshot  diambil  dari  HP Sdri.  TINA
FERAWATI ;
5) 1 (satu) unit handphone blackberry tipe 9320 warna putih kombinasi hitam
dengan IMEI : 353834058797940 PIN BB 2A9A5C42 dengan Nomor HP :
082226107621 beserta mmc ukuran 2GB warna Hitam ;
6) 1 (satu)  unit  handphone merk XIOMI REDMI tipe Note 4 warna hitam
kombinasi  abu-abu  dengan  IMEI  1  :  864765036577800  dan  IMEI  2  :
864765036577818 dengan Sim Card Simpati Nomor : 081249162007 dan
Sim Card Smartfren ;
7) 1 (satu) unit handphone  merk samsung tipe J7Prime warna Gold dengan
IMEI : 354462088069095 dan 354463088069093 dengan nomor simcard :
085848308043 ;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Semarang,
No.Lab : 1779/FKF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan kesimpulan
terhadap barang bukti berupa BB-3885/2017/FKF berupa 1 ( satu ) buah
handphone  warna  putih  merk  Oppo,  model  A37f,  dengan  IMEI  1  :
864877036923098 dan IMEI 2 :  864877036923080,  beserta 2 (  dua )
buah  simcard  indosat  masing-masing  dengan  ICCID
89620140004826546840 & ICCID 89620140005485849946, tetapi tidak
terdapat memori eksternal, disita dari : TINA FERAWATI Als TINA Binti
PUPON  RIYANTO,  ditemukan  informasi  yang  terkait  dengan  maksud
pemeriksaan berupa data files images sebanyak 25 file gambar dengan
format file Portable Network Graphis ( PNG )  dengan rincian file gambar
seperti pada table 3 ;
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- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Semarang,
No.Lab : 1780/FKF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan kesimpulan
terhadap barang bukti berupa BB-3886/2017/FKF berupa 1 ( satu ) buah
handphone warna putih merk Samsung Galaxy J7 Prime model :  SM-
G610F, IMEI 1 : 354462088069095 & IMEI 2 : 354463088069093 beserta
SIMCard Indosat  ICCID 8620130002452340027 dan memori  eksternal
jenis  Micro SD merk V-Gen kapasitas 16 GB,  disita  dari  :  Limausiine
Limaran Als Lili  Binti  Baroso, ditemukan informasi yang terkait  dengan
maksud pemeriksaan berupa data files images sebanyak 3 file gambar
dengan format.cnt.  dengan rincian file gambar seperti pada table 3 ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa,  terdakwa  berpacaran  dengan  saksi  Ayuk  Suryaningsih  Binti
Pupon Haryanto sejak tahun 2013 dan selama berpacaran keduanya
telah melakukan hubungan suami istri, dimana saksi Ayuk Suryaningsih
Binti  Pupon  Haryanto  pernah  membuat  foto  telanjang  dengan
handphone  miliknya  lalu  dikirim  ke  handphpone  terdakwa  melalui
bluetooth ;
- Bahwa,   pada tahun 2014 hubungan antara terdakwa dan saksi Ayuk
Suryaningsih  Binti  Pupon  Haryanto  berakhir  dan  membuat  terdakwa
sakit hati lalu terdakwa mengancam kalau saksi Ayuk Suryaningsih Binti
Pupon Haryanto tidak mau berpacaran kembali dengan terdakwa maka
terdakwa  akan  menyebarkan  foto  telanjang  milik   saksi  Ayuk
Suryaningsih Binti Pupon Haryanto selanjutnya atas ancaman terdakwa
tersebut saksi Ayuk Suryaningsih Binti Pupon Haryanto tetap menolak
kembali berpacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa,  pada  tanggal  22  Mei  dan  tanggal  24  Mei  2016  di  rumah
terdakwa  yang  terletak  di  Dukuh  Botok  RT.03/RW.01  Desa  Botok
Kecamatan  Kerjo  Kabupaten  Karanganyar,  terdakwa  membuat  akun
twiter @ ayusuryanings20 melalui  handphone Blackberry Gemini lalu
mengklik  pengguna  baru  dan  mengisi  email  dengan  menggunakan
email  milik  saksi  Ayuk Suryaningsih Binti  Pupon Haryanto yaitu  ayu-
zuea@yahoo.com dan untuk  nama pengguna akun terdakwa ketik  “
Ayu  Suryanings20  ”   dengan  password           “  suryaningsih  “
selanjutnya setelah twiter jadi terdakwa lalu mengikuti twiter orang lain
dan  mengisi  gambar  background  dengan  foto  terdakwa  berpelukan
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dengan saksi  Ayuk Suryaningsih Binti  Pupon Haryanto lalu terdakwa
mengunggah foto-foto telanjang saksi Ayuk Suryaningsih Binti  Pupon
Haryanto  secara  bertahap  sebanyak  kira-kira  3  (  tiga  )  kali  dan
semuanya ada 8 ( delapan ) foto yang diunggah terdakwa  ;
- Bahwa,  akun  twiter  dengan  nama  Ayu  Suryanings20  yang  dibuat
terdakwa dan memuat foto-foto telanjang milik saksi Ayuk Suryaningsih
Binti  Pupon telah dilihat  oleh semua orang diantaranya melalui  akun
twiter milik saksi Tina Ferawati Als Tina Binti Pupon Haryanto dan saksi
Limausiine  Limaran Als Lili Binti Basoro ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
Menimbang,   bahwa   terdakwa   telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
dengan  dakwaan  tunggal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  UU
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  unsur-unsurnya  adalah  sebagai
berikut: 
1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau  membuat dapat diaksesnya Infomasi Elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan  ;
Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :
Unsur ke-1 : Setiap orang ;
Menimbang,  bahwa  unsur  setiap  orang  secara  umum  pengertiannya
sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal
KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini  manusia pribadi
(Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;
Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  telah  dihadapkan Terdakwa
Danang  Edo  Prakoso  Alias  Empleng  Bin  Sukarno,  dalam  keadaan  sehat
jasmani  dan  rohani,  mampu  menjawab  semua  pertanyaan  yang  diajukan
kepadanya  serta  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  dan  dapat  dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka
unsur ini telah terpenuhi ;
Unsur  ke-2  :   Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak   mendistribusikan  dan/atau
mentransmisikan  dan/atau   membuat  dapat  diaksesnya
Infomasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan  ;
Menimbang,  bahwa  unsur  ini  terdiri  dari  beberapa  elemen  perbuatan
yang bersifat alternatif sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan apabila salah
satu elemen perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;
Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2009 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan
“ mendistribusikan “  adalah mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  informasi
Elektronik  dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang  atau berbagai
pihak melalui  system elektronik,  yang dimaksud dengan “  mentransmisikan “
adalah  mengirimkan informasi elektronik  dan/atau dokumen elektronik  yang
ditujukan  kepada satu pihak lain  melalui system elektronik, sedangkan yang
dimaksud dengan “ membuat dapat diakses “ adalah  semua perbuatan lain
selain mendistribusikan  dan mentransmisikan  melalui system elektronik yang
menyebabkan informasi elektronik  dan/atau dokumen elektronik dapa diketahui
pihak lain atau publik ;
Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi
Elektronik adalah satu atau sekumpulan  data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara , gambar, peta, rancangan , foto, elektronik data
interchange  (  EDI  ),  surat  elektronik   (  elektronik  mail  )  ,  telegram,  teleks,
telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka  ,  kode  akses,  symbol,  atau
perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti  atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya ;
Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen
Elektronik  adalah  setiap  Informasi   Elektronik  yang  dibuat  ,  diteruskan,
dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,
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elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,
dan/atau didengar  melalui  computer atau system elektronik,  termasuk tetapi
tidak  terbatas   pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  dan
sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  symbol  atau  perforasi   yang
memiliki   makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu
memahaminya ; 
Menimbang,  bahwa  pengertian  ”  tanpa  hak  ”  adalah  terdakwa  tidak
memiliki  kapasitas  untuk  dapat  melakukan  perbuatannya  tersebut,  dalam
perkara  ini  terkait  dengan  obyek  dalam  informasi  elektronik  tersebut
mengandung muatan dalam bentuk kesusilaan  yang dilarang untuk diedarkan,
sedangkan  yang  dimaksud  ”  dengan  sengaja  adalah  menghendaki  dan
menginsyafi  terjadinya  suatu  tindakan  beserta  akibatnya,  artinya  seseorang
yang  melakukan  suatu  tindakan  dengan  sengaja,  harus  menghendaki  serta
menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
persidangan, terdakwa berpacaran dengan saksi Ayuk Suryaningsih Binti Pupon
Haryanto sejak tahun 2013 dan selama berpacaran keduanya telah melakukan
hubungan suami istri,  dimana saksi  Ayuk Suryaningsih Binti  Pupon Haryanto
pernah  membuat  foto  telanjang  dengan  handphone  miliknya  lalu  dikirim  ke
handphpone terdakwa melalui bluetooth selanjutnya pada tahun 2014 hubungan
antara terdakwa dan saksi  Ayuk Suryaningsih Binti  Pupon Haryanto berakhir
dan membuat terdakwa sakit hati lalu terdakwa mengancam kalau saksi Ayuk
Suryaningsih  Binti  Pupon  Haryanto  tidak  mau  berpacaran  kembali  dengan
terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto telanjang milik  saksi Ayuk
Suryaningsih Binti Pupon Haryanto selanjutnya atas ancaman terdakwa tersebut
saksi  Ayuk  Suryaningsih  Binti  Pupon  Haryanto  tetap  menolak  kembali
berpacaran dengan terdakwa ;
Menimbang,  bahwa  pada tanggal  22 Mei  dan tanggal  24 Mei  2016 di
rumah  terdakwa  yang  terletak  di  Dukuh  Botok  RT.03/RW.01  Desa  Botok
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, terdakwa membuat akun twiter @
ayusuryanings20 melalui handphone Blackberry Gemini lalu mengklik pengguna
baru  dan  mengisi  email  dengan  menggunakan  email  milik  saksi  Ayuk
Suryaningsih  Binti  Pupon  Haryanto  yaitu  ayu-zuea@yahoo.com dan  untuk
nama pengguna akun terdakwa ketik “ Ayu Suryanings20 ”  dengan password “
suryaningsih  “  selanjutnya  setelah  twiter  jadi  terdakwa  lalu  mengikuti  twiter
orang lain dan mengisi gambar background dengan foto terdakwa berpelukan
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dengan  saksi  Ayuk  Suryaningsih  Binti  Pupon  Haryanto  lalu  terdakwa
mengunggah foto-foto telanjang saksi Ayuk Suryaningsih Binti Pupon Haryanto
secara bertahap sebanyak kira-kira  3 (  tiga )  kali  dan semuanya ada ada 8
( delapan ) foto yang diunggah terdakwa ;
Menimbang,  bahwa akun twiter  dengan nama Ayu Suryanings20 yang
dibuat terdakwa dan memuat foto-foto telanjang milik saksi Ayuk Suryaningsih
Binti Pupon dapat dilihat oleh saksi Tina Ferawati Als Tina Binti Pupon Haryanto
dan saksi Limausiine  Limaran Als Lili Binti Basoro  melalui twiter ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories
Kriminalistik Cabang Semarang, No.Lab : 1779/FKF/2017 tanggal 27 Oktober
2017, foto-foto telanjang milik saksi  Ayuk Suryaningsih Binti  Pupon Haryanto
dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa BB-3885/2017/FKF berupa 1
( satu ) buah handphone warna putih merk Oppo, model A37f, dengan IMEI 1 :
864877036923098 dan IMEI  2  :  864877036923080,  beserta  2 (  dua )  buah
simcard  indosat  masing-masing  dengan  ICCID 89620140004826546840  &
ICCID 89620140005485849946, tetapi  tidak terdapat memori  eksternal,  disita
dari : TINA FERAWATI Als TINA Binti PUPON RIYANTO, ditemukan informasi
yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa data files images sebanyak
25 file gambar dengan format file Portable Network Graphis ( PNG )  dengan
rincian file gambar seperti pada table 3 ;
Menimbang,  bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories
Kriminalistik Cabang Semarang, No.Lab : 1780/FKF/2017 tanggal 27 Oktober
2017  dengan  kesimpulan  terhadap  barang  bukti  berupa  BB-3886/2017/FKF
berupa 1 ( satu ) buah handphone warna putih merk Samsung Galaxy J7 Prime
model : SM-G610F, IMEI 1 : 354462088069095 & IMEI 2 : 354463088069093
beserta SIMCard Indosat ICCID 8620130002452340027 dan memori eksternal
jenis Micro SD merk V-Gen kapasitas 16 GB, disita dari : Limausiine Limaran Als
Lili Binti Baroso, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan
berupa data files images sebanyak 3 file gambar dengan format.cnt.  dengan
rincian file gambar seperti pada table 3 ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  terdakwa
telah mengunggah foto-foto telanjang milik saksi Ayuk Suryaningsih Binti Pupon
Haryanto melalui akun twiter “ ayusuryanings20 “  sehingga foto-foto tersebut
dapat  dilihat  oleh  pihak  lain  yang  dibuktikan  dengan  fakta  bahwa  foto-foto
tersebut  dapat  dilihat  melalui  akun  twiter  saksi  Tina  Ferawati  Als  Tina  Binti
Pupon  Haryanto  dan  saksi  Limausiine  Limaran  Binti  Als  Lili  Binti  Baroso,
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sehingga dapat disimpulkan terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan
dan membuat dapat diakses foto-foto telanjang milik saksi Ayuk Suryaningsih
Binti  Pupon Haryanto,  dimana  foto-foto  tersebut  termasuk sebagai  dokumen
elektronik dan memiliki muatan kesusilaan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli  Drs. Bambang Sugito
Bin         ( Alm ) Suwarso dan ahli Agus Romadhoni , S.Kom Bin Ali Imron pada
pokoknya menerangkan bahwa akun twiter @ ayusuryanings20 berisi foto-foto
telanjang  sehingga  termasuk  akun  yang  tidak  boleh  diseberluaskan  dan
bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
perubahan  atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  transaksi
elektronika ;  
Menimbang, bahwa terdakwa memiliki kapasitas untuk mendistribusikan
dan  membuat  dapat  diakses  foto-foto  tersebut  karena  foto-foto  tersebut
mengandung  muatan  yang  mengandung  kesusilaan  yang  sebagaimana
keterangan  ahli  Drs.  Bambang  Sugito  Bin  (  Alm  )  Suwarso  dan  ahli  Agus
Romadhoni , S.Kom Bin Ali Imron dilarang untuk diedarkan dan bertentangan
dengan  Undang-Undang  terlebih  lagi  tidak  adanya  ijin  dari  saksi  Ayuk
Suryaningsih  Binti  Pupon  Haryanto,  sehingga  perbuatan  terdakwa  tersebut
dilakukan seara tanpa hak ;
Menimbang,  bahwa   sejak  semula  terdakwa  telah  menghendaki
perbuatannya tersebut  karena sebelumnya terdakwa telah mengancam saksi
Ayuk Suryaningsih Binti Pupon Haryanto akan menyebarkan foto-foto tersebut
apabila  saksi  Ayuk  Suryaningsih  Binti  Pupon  Haryanto  tidak  mau  kembali
menjalin  hubungan  dengan  terdakwa  dan  terdakwa  menyadari  akibat  dari
perbuataannya yang akan membuat malu saksi Ayuk Suryaningsih Binti Pupon
Haryanto  dan  keluarganya,  sehingga  perbuatan  terdakwa tersebut  dilakukan
dengan sengaja ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  tersebut  maka
unsur ini telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 45 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah
terpenuhi,  maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti  secara sah dan
meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
dakwaan tunggal ;
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Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal  yang dapat  menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik  sebagai
alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  terdakwa  harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  mampu  bertanggungjawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan
penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
dijatuhkan ;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa   ditahan  dan  penahanan
terhadap terdakwa dilandasi  alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 
1) 1 (satu) unit  handphone merk OPPO tipe A37F, warna gold kombinasi
putih dengan IMEI 1 : 864877036923098 dan IMEI 2 : 864877036923080
dengan nomor simcard 1 : 085737033689 dan simcard 2: 085740511019
dengan  akun  :  tinaferawati03792@gmail.com  dengan  password  :
tina123456 ;
2) 1 (satu) potong sprei kasur warna merah muda dengan motif anggry bird
dengan ukuran + 180cm X + 120cm ;
3) 1(satu) potong selendang pasmina warna merah muda dengan motif garis
garis putih dengan panjang + 1,5 meter ;
Barang  bukti  tersebut  milik  saksi  Tina  Ferawati  Als  Tina  Binti  Pupon
Haryanto maka  perlu ditetapkan agar barang bukti tersebt dikembalikan
kepada saksi Tina Ferawati Als Tina Binti Pupon Haryanto ; 
4) 24  (dua  puluh  empat)  lembar  screenshot  diambil  dari  HP Sdri.  TINA
FERAWATI ;
Oleh karena  dilihat  dari  urgensinya tidak terpisahkan dari  kelengkapan
berkas  perkara,  maka  beralasan  untuk  menetapkan  agar  barang  bukti
tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;
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5) 1 (satu) unit handphone blackberry tipe 9320 warna putih kombinasi hitam
dengan IMEI : 353834058797940 PIN BB 2A9A5C42 dengan Nomor HP :
082226107621 beserta mmc ukuran 2GB warna Hitam ;
6) 1 (satu)  unit  handphone merk XIOMI REDMI tipe Note 4 warna hitam
kombinasi  abu-abu  dengan  IMEI  1  :  864765036577800  dan  IMEI  2  :
864765036577818 dengan Sim Card Simpati Nomor : 081249162007 dan
Sim Card Smartfren ;
Barang bukti  tersebut  disita  dari  terdakwa maka perlu  ditetapkan agar
dikembalikan kepada terdakwa ;
7) 1 (satu) unit handphone  merk samsung tipe J7Prime warna Gold dengan
IMEI : 354462088069095 dan 354463088069093 dengan nomor simcard :
085848308043 ;
Barang bukti tersebut milik saksi Limausiine Limaran Als Lili Binti Baroso
maka  perlu  ditetapkan  agar  dikembalikan  kepada  saksi  Limausiine
Limaran Binti Baroso ;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan terdakwa : 
Keadaan yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat ;
- Perbuatan  terdakwa  merugikan  saksi  Ayuk  Suryaningsih  Binti  Pupon
Haryanto ;
Keadaan yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; 
Memperhatikan,  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
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tentang Hukum Acara Pidana  serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang
bersangkutan ;
MENGADILI :
1. Menyatakan  Terdakwa Danang  Edo  Prakoso  Alias  Empleng  Bin  Sukarno
tersebut  diatas,  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
tindak pidana            “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta
membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan “;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu dengan  pidana
penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan dan pidana denda
sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar  diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga
) bulan ;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) unit  handphone merk OPPO tipe A37F, warna gold kombinasi
putih dengan IMEI 1 : 864877036923098 dan IMEI 2 : 864877036923080
dengan nomor simcard 1 : 085737033689 dan simcard 2: 085740511019
dengan  akun  :  tinaferawati03792@gmail.com  dengan  password  :
tina123456 ;
2) 1 (satu) potong sprei kasur warna merah muda dengan motif anggry bird
dengan ukuran + 180cm X + 120cm ;
3) 1(satu) potong selendang pasmina warna merah muda dengan motif garis
garis putih dengan panjang + 1,5 meter ;
Dikembalikan kepada saksi Tina Ferawati Als Tina Binti Pupon Haryanto ; 
4) 24  (dua  puluh  empat)  lembar  screenshot  diambil  dari  HP Sdri.  TINA
FERAWATI ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
5) 1 (satu) unit handphone blackberry tipe 9320 warna putih kombinasi hitam
dengan IMEI : 353834058797940 PIN BB 2A9A5C42 dengan Nomor HP :
082226107621 beserta mmc ukuran 2GB warna Hitam ;
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6) 1 (satu)  unit  handphone merk XIOMI REDMI tipe Note 4 warna hitam
kombinasi  abu-abu  dengan  IMEI  1  :  864765036577800  dan  IMEI  2  :
864765036577818 dengan Sim Card Simpati Nomor : 081249162007 dan
Sim Card Smartfren ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
7) 1 (satu) unit handphone  merk samsung tipe J7Prime warna Gold dengan
IMEI : 354462088069095 dan 354463088069093 dengan nomor simcard :
085848308043 ;
Dikembalikan kepada saksi Limausine Limaran Binti Baroso ;
6. Membebankan  kepada  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.
2.500,-      ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;
Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim
Pengadilan Negeri  Karanganyar, pada hari  Kamis tanggal  22 Februari 2018,
oleh kami Muhammad Nafis, SH., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH., dan
Veni Wahyu Mustikarini,  S.H.M.Kn.,  masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  Senin, tanggal 26
Februari  2018   oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  anggota
tersebut dibantu oleh Sriyanto, SH  Panitera  Pengganti pada Pengadilan Negeri
Karanganyar, serta dihadiri  oleh Anon Prihatno, SH.M.Hum., Penuntut Umum
dan Terdakwa. 
               Hakim-hakim Anggota,                                                Hakim Ketua,
                                                                   
       
           SRI HARYANTO, S.H.                                  MUHAMMAD NAFIS, S.H.
VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H., MKn.
                                             Panitera Pengganti,
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                                                           SRIYANTO, SH.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama   : Ukhtirini Murthofiah Mahardika 
Tempat Lahir  : Karanganyar 
Tanggal Lahir  : 17 Agustus 1997 
Agama   : Islam 
Alamat   : Dsn. Mlokolegi Rt.01 Rw 04, Ds. Dukuh, Kec. 
Ngargoyoso, Kab. Karanganyar 
Kode Pos  : 57793 
Golongan Darah : O 
Nama Ayah  : Muhammad Hadi Sutrisno 
Nama Ibu  : Sukinem 
No. Hp  : 089648310212 
Email  : ukhtirini17@gmail.com 
Motto Hidup  : Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, 
bukan orang atau benda 
Riwayat Pendidikan  : 
1. MI Sudirman Dukuh      2003-2009 
2. MTsN Panekan      2009-2012 
3. MAN Panekan      2012-2015 
4. IAIN Surakarta      2015-sekarang 
